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Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam
dalam memutus perkara sengketa tanah antara PT.PP. London Sumatera Indonesia Tbk
dengan masyarakat kab. Bulukumba. Pokok masalah tersebut selanjutnya di jabarkan dalam
beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1) Proses non- letigasi penyelesaian
sengketa tanah antara PT.PP.London sumatera Indonesia dengan masyarakat. 2)
Pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri bulukumba dalam memutus perkara
sengketa tanah, Pertimbangan hukum hakim pegadilan tinggi ujung pandang dalam upaya
hukum banding dalam memutus suatu pekara, Pertimbangan hukum hakim mahkamah
agung dalam perkara kasasi, Pertimbangan hukum hakim mahkakamah agung dalam
memutus perkara penijauan kembali.
Jenis penelitian adalah penelitian lapangan yaitu memiliki fakta-fakta yang terjadi di
masyarakat, relevansinya dengan proses penyelesian sengketa yang di jadikan masalah
penelitian. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder.
Penelitian ini tergolong peneitian dengan jenis kualitatif yaitu dengan mengelola data
primer diperoleh langsung dari sumbernya dan di catat untuk pertama kali, dan data
sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan
mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) penyelesaian sengketa nonletigasi
melalui mediasi telah di lakukan oleh kedua belah pihak, namun perkara tersebut tidak
dapat terselasaiakan melaui mediasi karana kedua belah pihak merasa bahwa hasil dari
keputusan mediasi ini tidak menemukan titik terang, dan tetap menempuh jalur hukum. 2)
Didalam pertimbangan hukum hakim pada pengadilan pengadilan tinggi ujung pandang
telah salah menerapkan hukum berkenaan hak atas tanah rakyat/ tanah garapan menurut
hukum adat dan telah salah menerapkan hukum pembuktian.
Implikasi penelitian yaitu: 1) perlu adanya upaya- upaya yang dilakukan kepada
pihak pemeritah agar lebih menindak lanjuti mengenai konflik maupun sengketa tanah yang
terjadi dikalangan masyarakat dan dapat menyelesaikan persoalan tersebut diluar jalur
pengadilan (Non-litigasi) tanpa ada salah satu pihak yang merasa di rugikan dalama hala
tersebut 2) dalam memutuskan suatu  perkara sengeketa hendaknya mejelis hakim dalam
penarapan hukum dalam persidangan lebih teliti dalam memperhatikan bukti surat, saksi,
pesangkaan pengakuan maupun sumpah dan kesimpulan  hukum atas fakta yang terungkap
dipersidangan,  sehingga majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak keliru
dalam suatu putusan perkara yang dapat merugikan salah satu pihak yang bersengketa.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan zaman dinilai dari keberhasilan pelaksanaan dalam
pembangunan. Tanah merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia dan
merupakan salah satu modal pembangunan yang mempunyai nilai strategis demi
tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.Dalam kehidupan manusia, tanah
merupakan faktor yang sangat penting. Karena Manusia samasekali tidak dapat
dipisahkan dari tanah, manusia hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan
dengan cara mendayagunakan tanah.
Tanah merupakan aset ekonomi yang memiliki nilai yang tinggi dan
merupakan salah satu kebutuhan umat manusia serta merupakan bagian dari bangsa
Indonesia. Tanah memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan masyarakat sejak
dahulu. Hal ini dapat dilihat dari sikap bangsa Indonesia yang tampak pada
masyarakat adat dimana mereka memberikan penghormatan dan penghargaankepada
tanah.
Landasan hukum dalam undang-undang dasar 1945 mengenai pengaturan
keagrariaan atau pertanahan terdapat dalam Bab XIV tentang kesejahteraan sosial,
pasal 33 ayat (3) yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
2didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat”.1
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Tentang Hak Asasi Manusia,
menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup
dan kehidupannya”. Begitu pula dengan masyarakat, tanah merupakan kebutuhan
yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, karna tanah
sebagai tempat mereka hidup dan kehidupan itu sendiri. Tanah adat merupakan milik
dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu, tempat yang istimewa
bagi tanah bahkan tanah saat ini telah menjadi salah satu simbol status sosial, hal ini
disebut sebagai akar sosio cultural dan simbol eksistensi diri sehingga nilai tanah
tidak hanya sekedar sebagai suatu komoditas.2
Undang- undang pokok agraria (LN 1960-104) telah mengunifikasikan
seluruh lembaga hukum agraria yang terdapat diseluruh Indonesia, yang berdasarkan
hukum adat, dengan pancasila sebagai landasanya. Hukum adat yang dimaksud
tentunya haruslah hukum adat yang berlaku nasional dan disesuaikan dengan
perkembangan moderen dan kebutuhan internasional sehingga hukum agraria itu
dapat berkembang dengan wajar.3
Hukum tanah nasional mengakui adanya hak ulayat dan yang serupa dengan
itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada kenyataannya masih ada
1 Hasan Wargakusuma, Hukum Agraria Buku Panduan Mahasiswa (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1995), H. 8.
2 Bernhard Limbong, Hukum Agraria Nasional, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), H. 1.
3 Saleh Adiwinata, Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria,
(Bandung: Alumni, 1976), H. 72.
3sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3UUPA. Dalam kenyataannya pada
waktu ini banyak didaerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat
hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaanya didasarkan kepada
ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum
adatyang bersangkutan sebagai tanah ulayat.
Hak ulayat masyarakat persekutuan hukum adat diatur didalam UUD 1995
(amandemen) Pasal 18B ayat (2)  yang menentukan  Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia  yang diataur dalam undang-undang.
Selanjutnya pasal 3 UUPA yang menentukan “Dengan mengingat ketentuan-
ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu
dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataanya masih ada, harus
sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
Seiring dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan pembangunan akibat
kemajuan teknologi kegiatan sektor ekonomi makin pesat dan beragam sehingga
hampir tidak ada sumber daya alam yang tidak tergarap oleh agen-agen ekonomi
seperti perusahaan nasional dan transnasional dan dinamika pembangunan telah
menempatkan penguasaan tanah dan sumber daya alam menjadi semakin penting dan
strategis. ketika kebutuhan akan tanah semakin meningkat ditambah ledakan jumlah
penduduk dan kebutuhan masyarakat tanah dari hari ke hari terus meningkat, searah
4dengan lajunya pembangunan disegala bidang yang dilaksanakan oleh bangsa
Indonesia, sedangkan persediaan tanah terbatas (tidak berubah) muncullah benih-
benih konflik yang mewarnai perjalanan pembangunan itu sendiri.4
Konflik atas tanah bahkan memberikan pengaruh terhadap kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah berkenaan dengan peran pemerintah dalam
memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi rakyat. Tahapan sengketa berawal
dari pra konflik kemudian konflik dan sengketa. Sengketa merupakan kelanjutan dari
konflik, sedangkan konflik itu sendiri adalah suatu perselisihan antara dua pihak,
tetapi perselisihan itu hanya dipendam dan tidak diperlihatkan dan apabila
perselisihan itu diberitahukan kepada pihak lain maka akan menjadi sengketa.
Munculnya berbagai masalah mengenai tanah belakangan ini menunjukkan
bahwa penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah dinegara kita ini belum tertib
dan terarah. Masih banyak penggunaan tanah yang saling tumpang tindih dalam
berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan tata guna tanah.5
Sengketa tanah banyak terjadi karena adanya sebuah benturan kepentingan
antara siapa dengan siapa. Sadar akan pentingnya tanah untuk tempat tinggal atau
kepentingan lainnya menyebabkan tanah yang tidak jelas kepemilikannya
diperebutkan bahkan ada yang sudah jelas kepemilikannyapun masih ada yang
diperubutkan, hal ini terjadi karena masyarakat sadar akan kepentingan dan haknya,
selain itu harga tanah yang semakin meningkat.
4 Bernhard Limbong, Konflik Pertanahah, (Jakarta: Margaretha Pustaka,2012), H. 2.
5 Y.W. Sunindhia Dan Ninik Widiyanti, Pembaharuan Hukum Agraria, (Jakarta: Bina
Aksara,1988), H. 20.
5Berkaitan dengan konflik hukum, banyak undang-undang sektoral yang
tumpang-tindah, saling bertentangan, bahkan saling menegasikan. Sengketa dan
konflik agraria juga banyak di sebabkan oleh tumpang-tindih izin penguasaan dan
pemanfaatan lahan, kekosongan hukum atau pun produk hukum yang tidak memadai
akibat tarik menarik berbagai kepantingan.6
Salah satu konflik yang terjadi terhadap penguasaan tanah masyarakat adalah
tanah masyarakat di kabupaten bulukumba dan termasuk juga tanah ulayat kajang.
Penyelesain konflik/sengketa tanah antara masyarakat dengan PT Lonsum yang
sangat lambat dan tidak efektif menunjukkan bahwa penenganan masalah tersebut
cenderung lambat dan berlarut-larut dan tidak memilki metode pendekatan dan
strategi yang efektif, efisien dan berkeadilan sehingga upaya-upaya yang telah
dilaksanakan selama ini ternyata tidak diterima dengan baik oleh kedua belah pihak.
Landasan penyelesaian sengketa hukum atas tanah sebagaimana diketahui
undang-undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun LN. Tahun 1960 No.
104) di dalam pasal 2, mengenai hak menguasai Negara atas tanah.7 Dan
penyelesaian sengketa tanah dapat ditempuh melelui jalur pengadilan atau disebut
dengan (litigasai) dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi).
6 Bernhard Limbong, Hukum Agraria Nasional, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), H. 6.
7 Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah,(Bandung: Alumni, 1991), H.
14.
6B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan agar
lebih memudahkan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam skripsi ini,
maka penulis mengemukakan beberapa pengertian terhadap kata yang di anggap
perlu.
1. Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekcokan yang terjadi
antara pihak yang satu dengan pihak lainya dan atau antara pihak yang satu
dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu
berupa uang maupun benda.
2. Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang
bersangkutan, hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat di kenal
dengan hak ulayat, yang merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban
suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak
dalam lingkungan wilayah. UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria
(UUPA) mengakui adanya hak ulayat.
3. PT Lonsum adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan
karet, yang beroperasi dikabupaten bulukumba dimana saham kepemilikannya
47,23% dimiliki oleh PT Lonsum.
4. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, guna
perusahaan pertanian, perikanan,atau peternakan, pasal 28 ayat 2 Undang-
7Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA menyebutkan bahwa hak guna
usaha di berikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan
ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi
modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai perkembangan
zaman.
5. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Ketentuan tersebut
berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang
UUPA.
6. Upaya litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa dan konflik melalui jalur
pengadilan.
7. Upaya nonlitigasi adalah upaya penyelesaian sengketa dan konflik melalui
jalur diluar pengadilan (alternative penyelesaian sengketa).
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka dapat dikemukakan
beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
1. Sejauhmana proses non litigas penyelesaian sengketa tanah antara PT.PP.
Londom Sumatera Indonesia Tbk dengan Masyarakat kabupeten Bulukumba?
2. Bagaimana putusan Hakim PN, PT, Kasasi, PK dalam memutus perkara
sengketa tanah antara PT.PP. London Sumatera Indonesia Tbk dengan
masyarakat kabupaten Bulukumba?
8D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang
ingin dicapai sebagai berikut:
a) Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah antara PT.PP.
Londom Sumatera Indonesia Tbk dengan Masyarakat kabupaten
Bulukumba.
b) Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Negri Bulukumba,
Pengadilan Tinggi Makassar, Mahkamah Agung dalam memutus perkara
sengketa tanah antara PT.PP. London Sumatera Indonesia Tbk dengan
masyarakat kab. Bulukumba.
2. Kegunaan penelitian
a) Kegunaan Teoritis, Untuk memperkaya ke ilmuan peneliti dan memberikan
sumbangan maupun tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum
khususnya hukum pertanahan/ hukum agraria yang berkaitan dengan
bentuk dalam penanganan penyelesaian sengketa tanah.
b) Kegunaan Praktis, Dapat dijadikan pertimbangan dan pengetahuan bagi
masyarakat mengenai bentuk penyelesaian sengketa tanah antara PT. PP
London Sumatera Indonesia Tbk. Dengan masyarakat di kabupaten
Bulukumba.
Dapat digunakan sebagai salah satu referansi mahasiswa dalam penelitian.
9E. Kajian pustaka
Sebelum melakukan penelitian mengenai Tinjauan Penyelesaian Sengketa
Tanah antara PT. PP LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk. dengan Masyarakat
Kabupaten Bulukumba, peneliti menemukan referensi yang berkaitan dan menjadi
bahan perbandingan sekaligus pedoman dalam penelitian ini, diantaranya:
Pertama, Karya dariBernhard Limbong,” hukum agraria nasional “, buku ini
membahas tentang sejarah dan ruang lingkup agraria,masalah hukum dan konflik
agraria di Indonesia dan pergeseran ekonomi politik dan uu sektoral agraria.
Kedua, Buku dari Dewi Wulansari “Hukum Adat Indonesia” buku ini
membahas tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan kedudukan tanah dalam
hukum adat.
Ketiga,Buku dari Y.W. Sunindhia, Ninik Widiyanti “ Pembaharuan hukum
agrarian” buku ini membahas tentang kurang lengkapnya peraturan pelaksanaan
UUPA di Indonesia, dan kaitan UUPA dengan UUD 1945 serta banyaknya peraturan-
peraturan yang di cabut UUPA.
Keempat,Buku dari Rusmadi Murad “Menyingkap tabir masalah pertanahan”
buku ini membahas tentang  pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik
pertanahan, dan peranan BPN dalam penanganan sengketa pertanahan, serta
penyelesaian sengketa hak tanah dan hak-hak atas tanah dan pola penyelesaian
sengketa tanah di daerah.
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Kelima. Buku dari Rusmadi Murad “penyelesaian sengketa hukum atas
tanah” buku ini membahas tentang penetapan-penetapan yang mengakibatkan
timbulnya sengketa dan penangan sengketa hukum administrasi Negara, dasar-dasar
dan landasan sengketa hukum atas tanah serta bentuk- bentuk penyelesain senketa
hukum atas tanah.
Keenam, buku dari Adrian Sutedi buku ini membahas tentang “Tinjauan
hukum pertanahan” buku ini membahas tentang beberapa alternative penyelesaian





A. Tinjauan Umum tentang Sengketa Tanah
1. Pengertian sengketa
Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekcokan yang terjadi
antara pihak yang satu dengan pihak lainya dan atau antara pihak yang satu dengan
berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang
maupun benda.1
Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu dispute.
Sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan istilah geding atau process.
Sementara itu, penggunaan istilah sengketa itu sendiri belum ada kesatuan pandangan
dari para ahli. Ada ahli yang menggunakan istilah sengketa, dan ada juga yang
menggunakan istilah konflik. Kedua istilah itu sering kali digunakan oleh para ahli.
Richard L. Abel menggunakan istilah sengketa, yaitu melihat dari aspek
ketidakcocokan atau ketidaksesuain para pihak tentang sesuatu yang bernilai. Sesuatu
yang bernilai dimaknakan sebagai suatu yang mempunyai harga atau nilai.
Daen G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menggunakan istilah konflik, yaitu
melihat dari perbedaan   kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak.
1 Salim, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia, (Mataram: Pustaka
Reka Cipta, 2012), H. 221.
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Yang diartikan dengan perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau
kebutuhan dari masing-masing pihak.2
Priyatna Abdulrasyid mengemukakan bahwa dalam setiap sengketa, salah satu
pihak mungkin merupakan pihak yang benar, juga kemungkinan memiliki elemen
hak hukum satu pihak mungkin benar dalam satu masalah dan pihak lain benar dalam
masalahnya lainnya, atau kedua tuntutan pada dasarnya bermanfaat untuk keduanya,
atau salah satu pihak mungkin benar secara hukum namun pihak lainya benar secara
moral. Oleh karena itu sengketa pada dasarnya merupakan perbedaan mendasar
menyangkut suatu persepsi atau konsep yang membuat kedua pihak benar jika
ditinjau dari sudut yang berbeda.3
Sengketa atau konflik dalam masyarakat mengalami suatu proses dan melalui
tahapan-tahapan sebagaimana dijelaskan Laura Nader dan Harry F. Todd Jr berikut
ini.
Tahap pertama, konflik berawal dari munculnya keluhan-keluhan (grievance)
dari salah satu pihak terhadap pihak lain (individu atau kelompok) karena pihak yang
mengeluh merasa haknya dilanggar, diperlakukan secara tidak wajar, kasar,
dipersalahkan, diinjak harga darinya, dirusak nama baiknya, dilukai hatinya, dan lain-
lain. Kondisi awal seperti ini disebut sebagai tahapan para konflik (pre conflict stage)
2 Salim, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia, H. 219.
3 Priyatna Abdulrasyid, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Fikahati
Aneska, 2002), H. 6.
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yang cenderung mengarah kepada konfrontasi yang bersifat monadik. Monadik
artinya keluhan yang belum ditanggapi pihak lawan.
Tahap kedua, apabila kemudian pihak yang lain menunjukkan reaksi negatif
berupa sikap yang bermusuhan atas munculnya keluhan dari pihak yang pertama,
maka kondisi ini meningkatkan eskalasinya menjadi situasi konflik (conflict stage)
sehingga konfrontasi berlangsung secara diadik (dyadic). Diadik artinya bahwa
keluhan itu telah di tanggapi pihak lawan.
Tahap ketiga, apabila sengketa antar pihak-pihak tersebut ditunjukkan dan
dibawa ke arena public (masyarakat) dan kemudian proses menjadi kasus perselisihan
dalam institusi penyelesaian sengketa, maka situasinya telah meningkat menjadi
sengketa (dispute stage) dan konfrontasi antar pihak-pihak yang berselisih menjadi
triadic (Triadic). Triadik artinya bahwa perorangan atau kelompok telah terlibat
secara aktif dalam ketidakadilan atau ketidaksesuaian.4
Sengketa akan terjadi manakala ada dua kepentingan yang saling berbenturan
yang tidak dapat disatukan, hanya saja tidak semua sengketa harus di selesaikan
melalui pengadilan.
Hal ini berbeda pula dengan rumusan sengketa yang dianut oleh Badan
pertahanan Nasional, yaitu menurut pasal 1 angka 1 (1) Peraturan Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang tata cara
4 Salim, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia, (Mataram: 2012).
H.220-221.
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penenganan sengketa pertanahan, menyebutkan bahwa sengketa pertanahan adalah
perbedaan pendapat mengenai:
1. Keabsahan suatu hak;
2. Pemberian hak atas tanah;
3. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti
haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-
pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang
berkepentingan dengan instansi BPN.
Dalam keputusan kepala BPN RI Nomor 34 tahun 2007 tentang petunjuk
teknis penanganan penyelesaian masalah pertanahan diadakan perbedaan antara
sengketa dan konflik. Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan
atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum ( privat atau public)
mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan,
atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan
tata usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan, dan penggunaan  atau
pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.5
Peraturan kepala badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3
tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan telah
memberikan pengertian atas sengketa dan konflik pertanahan, yaitu sengketa
pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum,
5 Nia Kurniati, Hukum Agraria Sengketa Pertanahan,(Bandung: Refika Aditama, 2016),
H.160.
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atau lembaga yang telah berdampak luas. Sedangkan konflik pertanahan perselisishan
pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan
hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.6
Berdasarkan kasus-kasus sengketa tanah sebagaimana yang tersebut diatas
dapat dikemukakan, bahwa sengketa pertanahan sangat luas ruang lingkupnya, namun
demikian sengketa pertanahan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3(tiga)
bagian, yaitu:
1. Sengketa pertanahan yang bersifat keperdataan;
2. Sengketa pertanahan yang bersifat administrative;
3. Sengketa pertanahan yang terindikasi mengandung unsur aspek pidana.
Sengketa pertanahan yang bersifat keperdataan berada dilapangan hukum
perdata, yaitu merupakan sebuah tuntutan hak atas objek tanah yang diajukan oleh
seseorang, beberapa orang, atau sekelompok orang, baik yang terkait dalam suatu
badan hukum atau bukan badan hukum yang ditujukan kepada pihak lain, melalui
pengadilan (negeri) berhubung ada perselisihan.7
Sengketa pertanahan yang bersifat administratif ini terjadi akibat
dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara yang mengandung unsur kesalahan atau
kekeliruan dalam penetapan hak atas tanah dan pendaftaranya. Hal ini terjadi antara
lain disebabkan oleh kekeliruan penerapan peraturan, kekeliruan penetapan status
6 Juni Thamrin, Gagasan Menuju Pada Pengelolaan Sumber Daya Agraria Yang Partisipatif
Dan Berkelanjutan, Jurnal Analisis Sosial, Sumber Daya Agraria Di Mensi Pengelolaan Dan
Tantangan Kelembagaan, ( Vol.6 No.2 Juli, 2001.)
7 Ahmad Fauzan Dan Suhartono, Teknik Menyusun Gugatan Perdatadi Pengadilan Negeri,(
Bandung: Irama Widya,2006, H. 13.
16
hak, masalah prioritas penerima hak tanah, kekeliruan penetapan letak, luas dan batas,
dan sebagainya.8
Sengketa pertanahan yang terindikasi mengandung unsur tindak pidana dapat
terdeteksi dengan memperhatikan celah-celah tindak pidana umum dalam sengketa
tanah antara lain dapat dikenakan pasal-pasal pidana umum dalam sengketa tanah,
yaitu:
1. Penggelapan akta tanah ( Pasal 372 KUHPPidana)
2. Penipuan/perbuatan curang ( Pasal 378 KUHPidana )
3. Pemalsuan akta ( Pasal 263, 266 KUHPidana)
4. Penyerebotan  tanah hak
5. Pengalihan tanah yang bukan haknya melalui jual beli, lelang, kuasa
mutlak
6. Menggunakan data palsu untuk menimbulkan hak tanah (SIPPT palsu,
keterangan lurah palsu, rekomendasi palsu dll)
7. Penguasaan tanah secara ilegal atas tanah hak pihak lain.9
Menurut Rusmadi Murad, (dalam Sumarjono Maria), Pengertian sengketa
tanah atau dapat juga d katakan sebagai sengketa hak atas tanas, yaitu:
Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak
(orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik
terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat
8 Rusmadi Murad, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, (Bandung: Mandar Maju, 2007,
Hal.77-84)
9 Maria S.W Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya,
(Jakarta: Buku Kompas, 2008), H. 167.
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memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan
peraturan yang berlaku.10
Dilihat dari pihak-pihak yang bersengketa, sengketa tanah terjadi baik antara
instansi pemerintah tertentu dengan masyarakat, masyarakat dengan investor, antar
instansi pemerintah, maupun diantara masyarakat itu sendiri. Dikaitkan dengan sektor
pembangunan, Sengketa tanah dapat terjadi berkaitan dengan pengadaan tanah untuk
kepentingan pembangunan infrastruktur, industri, perumahan, pariwisata, perkebunan
skala besar, dan sektor lainya. Dilihat dari sisi objeknya sengketa tanah dapat
berbentuk sebagai berikut:
1. Sengketa yang menyangkut tanah perkebunan yaitu berbentuk pendudukan
dan penyerobotan tanah-tanah perkebunan yang telah dilekati dengan
HGU, baik yang masih berlaku maupun yang sudah berakhir;
2. Sengketa yang berkaitan dengan kawasan hutan khususnya pemberian hak
pengusaha hutan (HPH) atas kawasan hutan dimana terdapat tanah yag
dikuasai oleh masyarakat hukum adat (tanah ulayat) serta yang berkaitan
dengan kawasan pertambangan dan kawasan yang di klaim hutan tetapi
kenyataannya sudah merupakan non hutan;
3. Sengketa yang berkaitan dengan kawasan pertambangan dan kawasan
yang diklaim Sebagai hutan tetapi kenyataannya sudah merupakan non
hutan;
4. Sengketa yang berkaitan dengan tumpang tindih atau sengketa batas, tanah
bekas hak milik adat (girik) dan tanah bekas hak eigendom;
10 Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, H. 22.
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5. Sengketa yang berkaitan dengan tukar-menukar tanah bengkok desa/ tanah
kas desa, sebagai akibat perubahan status tanah bengkok desa/ tanah kas
desa menjadi aset pemda;
6. Sengketa yang berkaitan dengan tanah bekas partikeler yang saat ini
dikuasai oleh berbagai instansi pemerintah;
7. Sengketa yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang tidak dapat
diterima dan dijalankan.11
Perkaban No. 3 Tahun 2011 tidak memberikan pembagian jenis-jenis sengketa
pertanahan, berbeda dengan Perkaban sebelumnya yaitu Perkaban No. 34 tahun 2007
tentang petunjuk teknis penyelesaian masalah pertanahan yang menyebutkan bahwa
sengketa pertanahan terdiri dari:
1. Penguasaan dan pemilikan tanah yaitu perbedaan persepsi, nilai atau
pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan diatas tanah tertentu
yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), maupun yang telah
dilekati hak oleh pihak tertentu.
2. Penetapan hak dan pendaftaran tanah yaitu perbedaan persepsi, nilai atau
pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran
tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak
sahnya penetapan atau perjanjian dibidang pertanahan.
3. Batas atau letak bidang tanah yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan
mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang
11 Adrian Sutedi, Tinjauan Hukum Pertanahan, (Jakarta: Pradnya Paramta, 2009), H. 296.
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telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
4. Pengadaan Tanah yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi atau
nilai mengenai status hak tanah yang perolehanya berasal dari proses
pengadaan tanah atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan
atau pengadaan tanah atau ganti rugi.
5. Tanah obyek landreform yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat,
kepentingan mengenai prosedur penegasan, status penguasaan dan
pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan subjek, objek dan
pembagian tanah objek landreform.
6. Tuntutan ganti rugi tanah partkelir yaitu perbedaan persepsi, pendapat,
kepentingan atau nilai mengenai keputusan tentang ketersediaan
pemerintah untuk memberikan ganti rugi kerugian atas tanah partikelir
yang dilikwidasi.
7. Tanah ulayat yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan
mengenai status tanah ulayat dan masyarakat hukum adat diatas areal
tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas tanah maupun yang belum,
akan tetapi dikuasai oleh pihak lain.
8. Pelaksanaan putusan pengadilan yaitu perbedaan persepsi, nilai, atau
pendapat, kepentingan mengenal putusan badan peradilan yang berkaitan
dengan subjek dan objek hak atas tanah atau mengenai prosedur
penerbitan hak atas tanah tertentu.12
12 Benhard Limbong, Konflik Pertanahan, (Jakarta: Pustaka Margaretha,2012), H. 49.
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Adapun hadis yang menjelaskan tentang tanah sengketa menurut HR al-
Bukhari yaitu:
َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣَﻰﯿَْﺤﯾ ُﻦْﺑ ٍﺮْﯿَُﻜﺑَﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ُﺚْﯿﱠﻠﻟا ْﻦَﻋ ِﺪَْﯿﺒُﻋ ِ ﱠﷲ ِﻦْﺑِﻲَﺑأ ٍَﺮﻔْﻌَﺟ ْﻦَﻋ ِﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ ِﻦْﺑ ِﺪْﺒَﻋ ِﻦَﻤْﺣ ﱠﺮﻟا ْﻦَﻋ َةَوْﺮُﻋ ْﻦَﻋ َﺔَِﺸﺋﺎَﻋ
 َﻲِﺿَر ُ ﱠﷲ ْﻦَﻋ َﺎﮭْﻨَﻋ ﱢِﻲﺒﱠﻨﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُ ﱠﷲ ِﮫَْﯿﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو:َلَﺎﻗ ْﻦَﻣ َﺮَﻤَْﻋأﺎًﺿَْرأ ْﺖَﺴَْﯿﻟ ٍﺪََﺣِﻷ َُﻮَﮭﻓ:َلَﺎﻗ ﱡﻖََﺣأ ُةَوْﺮُﻋﻰََﻀﻗ ِِﮫﺑ
 ُﺮَﻤُﻋ َﻲِﺿَر ُ ﱠﷲ ُﮫْﻨَﻋِﻲﻓ ِِﮫَﺘﻓَﻼِﺧ.
Artinya:
“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan
kepada kami al-Lais dari 'Ubaidillah bin Abi Ja'far dari Muhammad bin
'Abdurrahman dari 'Urwah dari 'Aisyah radiallahu 'anha dari Nabi saw
bersabda: "Siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya (tanah
tak bertuan), maka orang itu yang paling berhak atasnya". 'Urwah berkata:
'Umar radiallahu 'anhu menerapkannya dalam kekhilafahannya”. (HR.
BUKHARI)13
2. Bentuk- bentuk penyelesaian sengketa
a. Litigasi
Pada prinsipnya, proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ditempuh
melalui badan peradilan. Menurut Usman penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi
merupakan cerminan dari doktrin trias politica dimana badan-badan peradilan diberi
wewenang dan memegang otoritas mengadili suatu sengketa. Setiap proses
penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, para pihak yang terlibat dalam sengketa
harus menempuh prosedur yang telah ditetapakan dalam hukum acara (due to
process).
13 Muhammad Bin Isma’l Abu ‘Abdullah Al-Bukhari Al-Ja’fa, Al-Jami’ Al-Musnad Al-Sahih
Al-Mukhtas|Ir Min Umur Rasulillah Sallalahu ‘Alihi Wasallam Shahih Al-Bukhari, Juz Ix, (Cet Ke-I;
Dar Tauq An-Najah, 1422 H), H. 106.
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Sengketa perdata yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak penggugat dan
pihak tergugat yang bersengketa. Barang siapa yag merasa hak pribadinya dilanggar
oleh orang lain, maka yang bersangkutan apabila menghendaki penyelesaian melalui
pengadilan, menurut pasal 118 HIR/Pasal 142 RBG harus mengajukan gugatan
dengan permohonan agar pengadian memanggil kedua belah pihak untuk menghadap
dimuka sidang pengadilan untuk diperiksa sengketanya atas dasar gugatan tersebut.14
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah suatu pola
penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, dimana dalam
penyelesaian sengketa itu diselesaiakan oleh pengadilan. Penyelesaian melalui litigasi
tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu, yaitu menjamin suatu
bentuk ketertiban umum, yang tertuang dalam undang-undang secara eksplisit
maupun implisit.15
Sengketa perdata yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak penggugat dan
pihak tergugat yang bersengketa. Barang siapa yag merasa hak pribadinya dilanggar
oleh orang lain, maka yang bersangkutan apabila menghendaki penyelesaian melalui
pengadialn, menurut pasal 118 HIR/Pasal 142 RBG harus mengajukan gugatan
dengan permohonan agar pengadian memanggil kedua belah pihak untuk menghadap
dimuka sidang pengadilan untuk diperiksa sengketanya atas dasar gugatan tersebut.
Prosedur formal dan tahapan prosedur sebagaimana diatur dalam hukum acara
ternyata menimbulkan ketidakpuasan para pencari keadilan, pemeriksaan perkara
14 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,(Yogyakarta, Liberty, 2006), H.
113.
15 Garry Goodpaster, Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Dalam Seri Dasar Hukum
Ekonomi 2 Arbitrase Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), H. 6.
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dilembaga peradilan ternyata memerlukan biaya yang tinggi serta membutuhkan
waktu relative lama. Selain itu, pemeriksaan perkara melalui jalur litigasi
mengakibatkan adanya pemenang dan pecundang, tidak ada tawaran solusi win-win
solution. Ketidak percayaan para pencari keadilan terhadap jalur litigasi kemudian
diperparah dengan maraknya prkatik mafia peradilan di indonesia. Beranjak dari
realitas tersebut, para pencari keadilan mulia berfikir untuk menggunakan alternatif
penyelesaian sengketa diluar jalur litigasi (alternative dispute resolution).
b. Non litigasi
Non litigasi atau alternative dispute resolution adalah sengeketa di luar
mekanisme badan peradilan. Lazimnya, penyelesaian sengketa melalui jalur non
litigasi dapat melalui cara konsultasi, negisiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan
arbitrase.
1. Konsultasi
Tidak ada suatu rumusan ataupun penjalasan yang diberikan dalam Undang-
Undang No. 30 Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi
Konsultasi sebagai suatu bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa,
peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada
tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum),
sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai
penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun
adakalanya pihak konsultasi juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-
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bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa
tersebut.16
2. Negosiasi
Dalam bahasa sehari-hari kata negosiasi seringkali dipadankan dengan istilah
“berunding”, “bermusyawarah”, atau “bermufakat”. Menurut Goodfaster (2014:44),
negosiasi merupakan proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain,
suatu preses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat
lembut dan bernuansa, sebagaimana manusia itu sendiri.
Negosiasi tidak harus menghasilkan kesepakatan dan bisa saja mengalami
kebuntuhan. Hal ini bisa terjadi disebabkan masing-masing pihak tetap bertahan pada
posisi tawaranya dan bersikap saling kompetitif. Tidakan ini dilakukakan dalam
rangka mempertahankan kepentingan, hak-hak, dan status kekuasaan yang dimiliki
para pihak. Ketiga hal ini merupakan faktor penentu berhasil tidaknya para negosiator
mencapai titik temu sebagai akhir dari proses negosiasi.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan arti negosiasi sebagai
berikut;
a. Proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan
bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok
atau organisasi) yang lain.
16 Nia Kurniati, Hukum Agraria Sengketa Pertanahanpenyelesaian Melalui Arbitrase Dalam
Teori Dan Praktik, (Bandung: Refika Aditama, 2016), H. 186.
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b. Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang
bersengketa.17
Dalam kaitannya dengan negosiasi, rumusan yang diberikan dalam pasal 6
ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yang menyatakan;’ penyelesaian
sengketa atau beda pendapat melalui alternative penyelesaian sengketa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak
dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan
tertulis.18
3. Mediasi
Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris “mediator”, yang artinya
penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Orang yang
menengahinya dinamakan dengan dengan mediator. Menurut Goodfaster mediasi
adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak
dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka
memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.
Adapun ayat yang menjelas tentang mediasi QS. Al-Hujurat ayat 9:
ِنإَو َﻦِﻣ ِنَﺎَﺘِﻔٓﺋﺎَط َﻦِﯿﻨِﻣۡﺆُﻤۡﻟٱ ْاُﻮَﻠَﺘﺘۡﻗٱ ۡﺖََﻐﺑ ِۢنَﺈﻓ ۖﺎَُﻤَﮭﻨَۡﯿﺑ ْاﻮُِﺤﻠَۡﺻَﺄﻓ َﻰﻠَﻋ ﺎَُﻤﮭ ٰ َﺪِۡﺣإ ٰىَﺮُۡﺧۡﻷٱ ْاُﻮِﻠﺘ ََٰﻘﻓِﻲﺘﱠﻟٱ َٰٓﻰِﻟإ َءِٓﻲَﻔﺗ ٰﻰﱠﺘَﺣ ﻲِﻐَۡﺒﺗ
 ِﺮَۡﻣأ ِۚ ﱠ ٱ ِﺑ ﺎَُﻤَﮭﻨَۡﯿﺑ ْاﻮُِﺤﻠَۡﺻَﺄﻓ ۡتَٓءَﺎﻓ ِنَﺈﻓ ِلۡﺪَﻌۡﻟﭑ َۡﻗأَو ْۖآُﻮﻄِﺴ ﱠِنإ َ ﱠ ٱ ﱡﺐُِﺤﯾ َﻦﯿِﻄِﺴۡﻘُﻤۡﻟٱ٩
17 Departemen Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 3003).
18 Nia Kurniati,H Ukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Abitrase Dalam
Teori Dan Praktik, (Bandung: Refika Aditama, 2016), H.187-190.
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Terjemahanya:
“Dan kalau ada dua golangan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah
kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian
terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai
surut kembali pada perintah allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara
keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya allah
mencintai orang-orang yang berlaku adil”.19
Berbeda dengan hakim, mediator tidak mempunyai wewenang untuk
memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini, para pihak
mengusakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaiakan persolan-
persoalan diantara mereka. asumsinya, pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan
dan dinamika social hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan
tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberi pengetahuan atau informasi atau
dengan menggunakan prosese negosiasi yang lebih efektif, dan dengan demikian
membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang
dipersengketakan.20
4. Konsiliasi
Kata konsiliasi conciliation (dalam bahasa inggris) berarti perdamaian dalam
bahasa Indonesia. Seperti halnya konsultasi, negosiasi, maupun mediasi, Undang-
Undang No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan secara eksplisit atas
pengertian atau definisi dari konsiliasi ini. Bahkan tidak dapat temui satu ketentuan
pun dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang mengatur mengenai konsiliasi.
19 Kementrian Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahanya, H.412.
20 Syahril Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Adat,
Hukum Nasional, (Bandung: Kencana Prenada Media Group,2016), H. 190-192.
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Kata konsiliasi sebagai salah satu lembaga alternative penyelesaian sengketa
dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 angka 10 dan alinea ke-9 penjelasan umum
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, menyebutkan:
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau
beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli
dan arbitrase.
5. Penilaian Ahli
Istilah “penilaian ahli” dikenal dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999
sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, dan bahwa ternyata arbitrase
dalam suatu bentuk kelembagaan, tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan
perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi diantara para
pihak dalam perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberi konsultasi dalam
bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang
memerlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian.21
Pemberian pendapat hukum tersebut diberikan atas nama permintaan dari
para pihak secara bersama-sama dengan melalui mekanisme, sebagaimana halnya
suatu penunjukkan (lembaga) arbitrase dalam menyelesaikan suatu perbedaan
pendapat atau perselisihan paham maupun sengketa yang ada, atau lahir dari suatu
perjanjian, maka pendapat hukum ini pun bersifat akhir (final) bagi para pihak yang
meminta pendapatnya pada lembaga arbitrase termaksud. Hal ini ditegaskan kembali
21 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Alternative Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Pt Raja
Garindo, 2001), H. 96.
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dalam rumusan pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tidak dapat dilakukan
perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun. Jika memperhatikan sifat pendapat
hukum yang diberikan, yang secara hukum mengikat dan merupakan pendapat pada
tingkat akhir, dapat dikemukakan bahwa sebenarnya sifat pendapat hukum yang
diberikan oleh lembaga arbitrase ini termasuk dalam pengertian atau bentuk putusan
lembaga arbitrase.22
6. Arbitrase
Didalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 30 tahun 1999, pengertian
arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum
yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak
yang bersengketa. Berdasarkan pengertian didalam Undang-Undang No. 30 Tahun
1999, hanya perkara perdata saja yang dapat diselesaikan dan diputuskan oleh
lembaga arbitrase. Perjanjian arbitrase sebagaimana dimakasud dalam undang-
undang adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam
suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu
perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
Perbedaan arbitrase dengan litigasi melalui pengadilan adalah dilibatkannya
litigasi sengketa pribadi dalam arbitrase. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan
keuntungan-keuntungan melebihi adjudikasi melalui pengadilan negeri. Didalam
arbitrase, para pihak menyetujui untuk menyelesaiakan sengketanya kepada pihak
netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan. Dalam arbitrase, para pihak
22 Nia Kurniati, Hukum Agrarian Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalaui Arbitrase
Dalam Teori Dan Praktik, (Bandung: Refika Aditama, 2016), H. 199-200.
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dapat memilih hakim yang mereka inginkan, berbeda dengan sistem pengadilan yang
telah menetapkan hakim yang akan berperan. Hak ini dapat menjamin kenetralan dan
keahlian yang mereaka anggap perlu dalam sengketa mereka.
Arbitrase dapat lebih cepat dan murah dibandingkan dengan adjudikasi public
karena para pihak secara efektif memilih hakim mereka. Mereka tidak perlu antri
menunggu pemeriksaan perkaranya oleh pengadilan. Pada sebagian besar yurisdiksi,
hal tersebut betul-betul merupakan suatu penantian yang panjang. Arbitrase juga
cenderung lebih informal dibandingkan adjukasi publik, prosedurnya tidak begitu
kaku dan lebih dapat menyesuaikan. Karna arbitrase tidak sering mengalami
penundaan dan prosedur pada umumnya lebih sederhana, arbitrase mengurangi biaya-
biaya berhubungan dengan adjudikasi publik.23
3. Pengertian hak guna usaha dan Hak guna bangunan
a. Hak guna usaha
Pengertian mengenai Hak Guna Usaha dapat disimpulkan dari pasal 28 dan
pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Adapun pengertian
Hak Guna Usaha   menurut ketentuan tersebut adalah hak untuk mengusahakan tanah
yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, guna
perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA menyebutkan bahwa hak guna usaha diberikan
atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya
25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik
23 Garry Goodpaster, Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Seri Dasar-Dasar Hukum
Ekonomi Arbitrase Indonesia, ( Jakarta: Ghalia Indonesia,1995), H. 8.
29
perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Ketentuan pasal 30 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA tersebut kemudian
dikuatkan dalam ketentuan pasal 2 PP No. 40 Tahun 1996. Ketentuan tersebut
menyebutkan bahwa subjek hak guna usaha adalah warga Negara Indonesia, dan
badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia.
Objek Hak Guna Usaha menurut ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA adalah tanah yang dikuasai langsung oleh
Negara. Sementara itu, ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 4 ayat (1)
PP No. 40 Tahun 1996 yang menyebutkan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan
Hak Guna Usaha adalah tanah  Negara.24
Ketentuan pasal 8 peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999,
pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memberikan Hak Guna Usaha adalah
kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi. Kewenangan tersebut
mengatur mengenai pemberian hak guna usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih
dari 200 HA.
Ketentuan lain yang mengatur jangka waktu jangka waktu hak guna usaha
terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Ketentuan pasal 8 ayat
(1) PP No. 40 Tahun 1996 menyebutkan bahwa Hak Guna Usaha diberikan untuk
jangka waktu paling lama tiga puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk
24 Angger Sigit Pramukti, Erdha Widayanto, Awas Jangan Beli Tanah Sengketa,(Yogyakarta:
Pustaka Yustisia, 2015), H. 21.
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jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25
tahun. Hak Guna Usaha juga dapat diperpanjang jangka waktunya, hal ini diatur
dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) PP No, 40 Tahun 1996 yang menyebutkan bahwa
sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjanganya sebagaimana
dimakasud dalam ayat (1) berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan
pembaruan Hak Guna Usaha diatas tanah yang sama. Hak guna usaha dapat
diperpanjang atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat yaitu:
1) Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan sifat dan
tujuan pemberian hak tersebut.
2) Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang
hak, dan
3) Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.
Ketentuan mengenai hapusnya Hak Guna usaha diatur dalam pasal 34
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Ketentuan tersebut
menyebutkan bahwa Hak Guna Usaha karena jangka waktunya berakhir, dihentikan
sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan
oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk
kepentingan umum, diterlantarkan, tanahnya musnah, dan ketentuan dalam pasal 30
ayat (2).
Hapusnya hak guna usaha ditegaskan kembali dalam ketentuan pasal 17 dan
pasal 18 PP No. 40 Tahun 1996. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa hak guna
usaha hapus karena:
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1) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapakan dalam keputusan
pemberian atau perpanjangannya
2) Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya
berakhir karena:
3) Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak/atau dilanggarnya
ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13 dan/
atau pasal 14.
4) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
5) Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya
berakhir




9) Ketentuan pasal 3 ayat (2).
Hapusnya hak guna usaha karena sebab-sebab diatas menjadikan tanah yang
diberikan Hak Guna Usaha menjadi tanah Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai
hapusnya hak guna usaha karena sebab-sebab tersebut diatur dengan keputusan
presiden.25
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Ketentuan tersebut berdasarkan
pada pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA.
25 Angger Sigit Pramukti, Erdha Widayanto, Awas Jangan Beli Tanah Sengketa,(Yogyakarta:
Pustaka Yustisia, 2015), H. 21-24.
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Terjadinya Hak guna bangunan menurut ketentuan pasal 37 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA menyebutkan bahwa hak guna bangunan terjadi:
1) Karena penetapan pemerintah. Ketentuan ini berlaku bagi tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara
2) Karna perjanjian yang berbentuk autentik antara pemilik tanah yang
bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu,
yang bermaksud menimbulkan hak tersebut mengenai tanah milik.
Ketentuan pasal 25 ayat (1) dan (2) PP No. 40 Tahun 1996 menyebutkan
bahwa hak guna bangunan diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan
dapat diperpanjang untu jangka waktu paling lama 20 tahun. Selanjutnya, ketentuan
pasal 27 PP No. 40 Tahun 1996 menyebutkan bahwa permohonan perpanjangan
jangka waktu hak guna bangunan atau pembaruanya diajukan selambat-lambatnya 2
tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan tersebut atau
perpanjangannya.
Hapusnya hak guna bangunan menurut ketentuan pasal 40 Undang- Undang
Nomor 5  tahun 1960 tentang UUPA menyebutkan bahwa hak guna bangunan hapus
karena:
1) Jangka waktunya berakhir
2) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak
dipenuhi
3) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir




Ketentuan dalam pasal 36 ayat (2) menyebutkan bahwa orang atau badan
hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tak lagi memenuhi syarat-syarat
sebagai warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dalam jangka waktu 1 tahun wajib
melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.
Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan, jika
ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak bangunan yang bersangkutan tidak
dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena
hukum, dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.26
4. Tahap-Tahap Penyelesaian Sengketa
Mengenai tatacara dan prosedur penyelesain sengketa hukum ini belum diatur
secara konkret, seperti mekanisme permohonan hak atas atanah (peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973) oleh karena itu penyelesaian kasus perkasus
biasanya tidak dilakukan dengan pola penyelesaian yang seragam. Akan tetapi dari
beberapa pengalaman yang ada, pola penanganan ini telah kelihatan melembaga
walaupun masih samar-samar.
Tahap-tahap penaganan sengketa tersebut lazimnya diselenggarakan dengan
pola sebagai berikut:
26 Angger Sigit Pramukti, Dan Erdha Widayanto, Awas Jangan Beli Tanah Sengketa,
(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), H. 26-31.
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a. Pengaduan
Dalam pengaduan ini biasanya berisi hal-hal peristiwa yang menggambarkan
bahwa pemohon/pengadu adalah yang berhak atas tanah sengketa dengan lampiranya
bukti-bukti dan mohon penyelesaian disertai harapan agar terhadap tanah tersebut
dapat dicegah mutasinya, sehingga tidak merugikan dirinya.27
b. Penelitian
Terhadap penaganan tersebut kemudian dilakukan penelitian baik berupa
pengumpulan data/administrative maupun hasil penelitian fisik dilapangan (mengenai
penguasaannya). Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sementara apakah
pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebuh lanjut. Jika ternyata
terdapat dugaan kuat, bahwa pengaduan tersebut dapat diproses, maka lebih lanjut
diselesaikan melalui tahap tentang kemungkinan dilakukan pencegahan mutatis
mutandis menyatakan tanah tersebut dalam keadaan sengketa. Namun apabila
pengaduan tersebut tidak mengandung alasan-alasan yang kuat atau masalahnya
terlalu prinsipil dan harus menempuh proses lembaga atau instansi lain, maka kepada
yang bersangkutan diberitahukan hal-hal tersebut dan ternyata bahwa pengaduan
tidak atau belum dapat dipertimbangkan.
c. Pencegahan Mutasi
Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian sengketa tersebut diatas, kemudian
baik atas dasar petunjuk atau perintah atasan maupun berdasarkan prakarsa kepala
27 Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, ( Bandung: Alumni, 1991), H.
24.
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kantor Agraria yang bersangkutan terhadap tanah sengketa, dapat dilakukan langkah-
langkah pengamanan berupa pencegahan/penghentian untuk sementara terhadap
segala bentuk perubahan. Maksud dari pada pencegahan adalah menghentikan untuk
sementara segala bentuk perubahan. Kegunaanya yang pertama adalah untuk
kepentingan penelitian didalam penyelesaian sengketa oleh karena kalau tidak
demikian, penyelesaian sengketa akan mengalami kesulitan didalam meletakkan
keputusannya nanti.28
Yang berwenang untuk menyatakan atau memerintahkan pencegahan mutasi
menurut ketentuan peraturan yang berlaku:
a) Menteri Dalam Negri ic. Direktur Jenderal Agraria.
b) Instansi pengadilan sehubungan Dengan penetapan suatu sita terhadap
tanah (PP No. 10 Tahun 1961).
c) Secara tidak langsung instansi lain yang berkepentingan dengan perizinan
bangunan atau instansi penyidikan (kepolisian, kejaksaan).
d. Musyawarah
Langka-langka pendekatan terhadap para pihak yang bersengketa sering
berhasil didalam usaha penyelesaian sengketa (dengan jalan musyawarah). Tindakan
ini tidak jarang menempatkan pihak instansi pemerintah ic. Direktur jenderal agrarian
untuk menempatkan dirinya sebagai mediator didalam menyelesaikan sengketa secara
kekeluargaan.
28 Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, (Bandung: Alumni, 1991), H.
24.
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Musyawarah ini apabila dilakukan, harus pula memperhatikan tatacara formal
seperti surat pemanggilan, berita acara atau notulen rapat, akta atau pernyataan
perdamian yang berguna sebagai bukti bagi para pihak maupun pihak ketiga. Hal-hal
semacam ini biasanya kita temukan dalam akta perdamaian, baik yang dilakukan
dimuka hakim maupun diluar pengadilan atau notaris.
e. Penyelesaian melalui pengadilan
Apabila usaha-usaha musyawarah tersebut mengalami jalan buntu, atau
ternyata ada masalah-masalah prinsipil yang harus diselesaikan oleh instansi lain
yang berwenang, misalnya pengadilan, maka kepada yang bersangkutan disarankan
untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan. Hal tersebut diatas tidak menutup
kemungkinan bagi instansi agraria untuk dapat memutuskan sengketa dengan
mengeluarkan sesuatu keputusan administrasi sesuai dengan kewenangan yang ada
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Sifat dari sengketa ini adalah karena adanya pengaduan yang mengandung
pertentangan hak atas tanah maupun hak-hak lain atas suatu kesempatan /prioritas
atau adanya suatu ketetapan yang merugikan dirinya. Pada akhirnya penyelesaian
tersebut, senantiasa harus yang berlaku, memperhatikan keseimbangan kepentingan-
kepentingan para pihak, menegakkan keadilan hukumnya serta penyelesaian ini
diusahakan harus tuntas.29




Pembahasan yang diawali dengan uraian mengenai asas yang mesti
ditegakkan, agar putusan yang diajukan tidak mengandung cacat. Asas tersebut
dijelaskan dalam pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004
(dulu dalam pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman).
a. Memuat dasar Alasan yang jelas dan rinci
Menurut asas ini putusan yang dijadikan harus berdasarkan pertimbangan
yang luas jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan
putusan yang tidak cukup pertimbangan. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar
pertimbangan bertitiktolak dari ketentuan ialah pasal-pasal tertentu peraturan
perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin hukum.
Hal ini ditegasakan dalam pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana
diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam pasal 25 ayat (1) UU No. 4
Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat
alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-
undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan
hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.30
b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan
Asas kedua, digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2)
RBG, dan pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan
30 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), H. 797.
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mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan
memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang
demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.31
c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan
Asas lain, digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBG
dan pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang
dikemukakan dalam gugatan. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun
petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang yakni bertindak
melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus
dinyatakan cacat meskipun dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai
dengan kepentingan umum.32 Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa
yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun
dilakukan dengan itikad baik.
d. Di ucapakan dimuka umum
1) Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperative
Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka
untuk umum atau dimuka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan
dari asas fair trial. Menurut asas fair trial, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan
proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian, prinsip peradilan
terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan,
31 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, H. 798.
32 Frances Russell Dan Cristine Loche, English Law And Languange, (Londo: Cassel, 1992),
H. 30.
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merupakan bagian dari asas fair trial. Tujuan utamanya, untuk menjamin proses
peradilan terhindar dari perbuatan tercela dari pejabat peradilan.33
2) Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan
Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam
pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun
1999 sekarang dalam pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi:
Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum
apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
Mengenai prinsip ini, juga ditegaskan dalam penjelasan umum angka 5 huruf
c UU No. 14 Tahun 1970, diwajibkan supaya pemeriksa dilakukan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-
undang menentukan lain.
Berdasarkan pasal 19 ayat (2) jo pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 diatas,
pelanggaran atas prinsip keterbukaan dimaksud mengakibatkan putusan yang
dijatuhkan:
a) Tidak sah, atau
b) Tidak mempunyai kekuatan hukum.
c) Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapakan dalam
sidang terbuka
33 Geoffrey Robertson Qc, Freedom, The Individual And The Law, (New York: Penguin
Book, 1993), H. 341.
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Dalam kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan
pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat
terbatas. Yang paling utama dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya mengenai
perkara perceraian.
e. Diucapkan didalam sidang pengadilan.
Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan
putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang
pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan
tidak mempunyai kekuatan.34
f. Radio dan televisi dapat manyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang.
Sehubungan dengan itu, dalam masyarakat demokrasi, setiap warga negara
berhak memperoleh sebanyak mungkin informasi tentang bagaimana caranya organ
negara melaksanakan fungsi. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman sebagai salah
satu bagian dari kekuasaan negara, tidak berbeda dengan badan eksekutif dan
legislatif, yang terbuka dan terbentang untuk disiarkan, dan ditayangkan, agar setiap
warga negara memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang fungsi yang
dilakukan peradilan dalam menyelesaiakan suatu perkara.35
34 Tanggal 23 November 1974, Himpunan Sema Dan Perma Tahun 1951-1997, Ma Ri,
Februari 1999, H. 298.
35 Richard Stone, Textbook On Civil Liberty, (London: Blackstone, 1994), H. 171.
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Sehubungna dengan hal tersebut di atas, maka yang mutlak harus dalam suatu
putusan hakim, adalah sebagai berikut:
a) Kepala putusan
Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian
putusan, yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha
Esa, Kepala putusan tersebut memberi kekuatan eksekusi pada putusan.
Apabila kepala putusan tersebut tidak dibutuhkan pada suatu putusan
pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusannya.
b) Identitas para pihak
Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu perkara atau sengketa,
sekurang-kurangnya terdapat dua pihak. Maka dari itu dalam suatu putusan
haruslah memuat pula identitas dari para pihak yang telah bersengketa,
seperti nama, umur, alamat, dan nama data kuasa hukum masing-masing
pihak jika ia menggunakan.
c) Pertimbangan hakim
Pada bagian pertimbangan hakim dalam suatu putusan perkara perdata,
memuat didalamnya tentang pertimbangan mengenai duduknya perkara
yang disengketakan atau peristiwanya, dan pertimbangan tentang
hukumnya.
d) Amar putusan
Amar putusan hakim dalam perkara perdata dikenal juga dengan
istilah dictum putusan, yang memuat tanggapan hakim terhadap petitum





Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan yaitu memiliki fakta-fakta yang terjadi dimasyarakat, relevansinya dengan
proses penyelesian sengketa yang di jadikan masalah penelitian.
B. Lokasi penelitian
Lokasi Penelitian yurisdiksi Pengadilan Negeri Bulukumba, PT.PP.London
sumatera Indonesia, dan masyarakat dengan alasan objek sengketa berada
diyurisdiksi Bulukumba.
C. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian yang akan di gunakan pada penelitian kali ini adalah
sosiologi hukum yaitu kasus yang terjadi antara PT.PP.London Sumatera dengan
masyarakat dikaji dari sudut pandang keadilan masyarakat.
D. Teknik pengumpulan data
Didalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai
berikut:
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a. Teknik Wawancara  mendalam (in-depth interview)
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan
jalan komunikasi. Yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua belah
pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
Pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi atau hasil wawancara
terhadap pihak-pihak yang bersengketa antara PT PP London Sumatera
Indonesia Tbk. dengan masyarakat di kabupaten Bulukumba.
b. Dokumentasi
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk
dokumentasi. Sebagian besar data yang tersimpan berbentuk surat-surat. Sifat
utama data ini tidak terbatas sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk
melihat data yang terjadi beberapa waktu silam. Secara detail beberapa
macam dokumenter terbagi beberapa surat-surat pribadi, buku atau catatan
harian, memorial, klipping dan lain-lain. Dokumentasi dalam pengertian luas
berupa setiap proses pembuktian yang di dasarkan atas jenis sumber apapun,
baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.1
Pada metode ini, peneliti akan mengambil dokumentasi lapangan yaitu
tempat di mana letak objek tanah sengketa yang terjadi di Kabupaten
Bulukumba.




b. Alat tulis menulis
F. Sumber Data
Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan
data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan
di catat untuk pertama kali. Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain
dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut
keperluan mereka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer dan
sekunder.2 Adapun sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
a. Sumber Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama
(responden) dilokasi penelitian diKabupaten Bulukumba. Sumber data primer
ini yaitu:
1) Masyarakat yang tersangkut perkara




2 Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), H. 143.
45
b) AL-hadis
c) Perundang-Undangan hukum acara perdata
d) Undang-undang pokok agraria
e) Putusan PN, PT, MA tentang sengketa yang dibahas.
2) Sekunder berupa buku-buku literatur hukum acara perdata
3) Tersier berupa semua bahan-bahan tertulis yang memperjelas sumber
primer dan sekunder seperti jurnal, artikel, majalah, media cetak dan
elektronik.
G. Analisis Data
Analisis data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang sangat erat kaitanya dengan
penelitian ini.3
Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data
sehingga mudah untuk membaca data yang diolah.
H. Pengujian Keabsahan Data
Keabsahan data yang diperoleh baik dari lapangan maupun dari buku
kemudian diuji ke absahanya dengan cara menganalisis dengan cermat kemudian
dirujukan dengan Perundang-Undangan doktrin yang relevan.
3 Lexy Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, H. 46.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Proses penyelesaian non letigasi sengketa tanah antara PT.PP London
Sumatera Indonesia Tbk dengan masyarakat kabupaten bulukumba.
Berdasarkan hasil penelitian di kabupaten Bulukumba yaitu di Pengadilan
Negeri Bulukumba, PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk, dan salah satu pihak
masyarakat di kabupaten bulukumba penyelesaian sengketa tanah antara PT. PP
London Sumatera Indonesia Tbk dengan masyarakat ada dua bentuk penyelesaian
yaitu:
Prosese penyelesaain non litigasi dan litigasi. Proses penyelesaian non litigasi
telah dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara mediasi. Pemerintah kabupaten
bulukumba selaku pemerintah setempat telah memediasi Masyarakat dengan pihak
perusahaan PT.PP London Sumatera Indonesia Tbk. dimana pihak pemeritah yang
menjadi mediator, dan terjadi pula kesepakatan antara ke dua belah pihak, dimana
pihak perusahaan akan menyerahkan tanah yang didasari oleh HGU (hak guna
uasaha) kepada masyarakat seluas 143 hektar.
Kesepakatan tersebut terjadi sebelum para penggugat mengajukan gugatan di
Pengadilan Negeri Bulukumba, dan perusahaan sudah menggangap bahwa perkara ini
sudah selesai karena telah ada berita acara penyelesaiannya juga.
Akan tetapi, gugatan masyarakat terhadap tanah yang dikuasai oleh pihak
perusahaan PT.PP.London Sumatera Indonesia Tbk tetap berjalan ke Pengadilan
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Negeri Bulukumba walaupun telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan
penggugat tidak mencabut gugatan tersebut, yang dalam hal ini Putusan majelis
pengadilan negeri bulukumba mengabulkan gugatan para pengugat untuk sebahagian.
Pada saat itu PT.PP London sumatera Indonesia Tbk tetap bertahan dan, pihak
perusahaan PT.PP London Sumatera  Indonesia Tbk melakukan upaya hukum
banding ke pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, karena tidak dapat menerima putusan
perkara di Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengabulkan gugatan para penggugat
untuk sebahagian.
Dalam proses perjalanan perkara banding antara pihak perusahaan PT. PP
London Sumatera Indonesia Tbk dengan masyarakat, kembali dimediasi oleh
gubernur Sulawesi selatan dari 200 hektar yang menjadi hak masyarakat, dan pihak
perusahaan kembali menambahkan tanah menjadi seluas 271 hektar, dan pihak
perusaahaan merasa bahwa tanah yang telah digugat oleh masyarakat telah diberikan
bahkan luas tanahnya ditambahkan oleh pihak perusahaan PP.PP London Sumatera
Indonesia Tbk.
Kemudian setelah ada putusan inkrah oleh Mahkamah Agung masih
dilakukan mediasi kembali oleh kedua belah pihak antara pihak masyarakat dan pihak
Lonsum. Dimana 200 hektar inkrah berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan
hasil PK, sementara luas tanah yang diberikan kepada masyarakat 271 hektar. Ini
berdasarkan karna pihak masyarakat dan lonsum didamaikan kembali setalah adanya
putusan dari Mahkamah Agung yang sudah inkrah, dan pihak-pihak yang memediasi
antara pihak Lonsum dengan masyarakat adalah bupati bulukumba bapak H.A. Kube
dauda dan bapak Andi Tamrin. Semua membentuk tim dan hampir semua temuan tim
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itu tidak satupun yang menyatakan bahwa tanah yang di klaim masyarakat itu adalah
tanah garapan masyarakat. Tetapi semua tim menyatakan bahwa tanah ini didasari
oleh HGU (hak guna usaha) PT.PP.London sumatera Indonesia (Lonsum).1
Menurut bapak Muh. Ishak penyelesaian sengketa tanah antara PT.PP London
sumatera Indonesaia dengan para penggugat melalui jalur non litigasi telah dilakukan
antara kedua belah pihak antara para penggugat dan tergugat.
Sebelum kasus sengketa tanah ini menempuh ke jalur Pangadilan, pihak
masyarakat sangat terbuka, masyarakat mencari solusi, apakah pihak masyarakat akan
dipekerjakan oleh pihak perusahaan ataupun diberikan ganti rugi oleh pihak Lonsum.
Akan tetapi pihak masyarakat tidak diberikan ruang, dan masyarakat pun menempuh
jalur hukum.
Masyarakat berkeinginan tidak ada salah satu pihak pun yang akan dirugikan.
Akan tetapi pihak lonsum seakan-akan hanya beberapa masyarakat dari pengugat
yang dapat dijangkau dan akan diberikan ganti rugi, dan pihak masyarakat pun tidak
bisa menerima hasil mediasi tersebut, karna masyarakat merasa tidak ditemukannya
solusi antara ke dua belah pihak dan tidak ada salah satu pihakpun yang merasa
dirugiakan.2
1 Ramli, (53 Tahun), PT.PP. London Sumatera Indonesia Tbk, Kuasa Hukum, Wawancara,
Bulukumba,12 Juni 2017.
2 Muh. Ishak, (59 Tahun), Toko Masyarakat,Wawancara, Bulukumba, 23 Juli 2017.
49
B. Putusan Pengadilan
1. Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba NO. 17/K/1982/BLK
a. Duduk Perkara
Menimbang bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 2 april 1982, Bahwa
para penggugat ialah H.A. Djalal Abubakar, SH, dan H. Moh. Laica Marzuki, SH
selaku kuasa hukum penggugat, dan PT.PP.London Sumatera Indonesia Tbk selaku
tergugat I, Kepala Wilayah Kecamatan Kajang selaku tergugat II, dan Kepala Desa
Tambangan Kajang selaku tergugat III, telah menggugat para tergugat atau ha-hal
yang pada pokoknya ialah Sejak kurang lebih 28 tahun para penggugat menetap dan
menggarap tanah  objek sengketa pada perkara No. 17/K/1982/BLK., para penggugat
sedikitpun tidak pernah ditegur ataupun digugat oleh seseorang dan/ atau badan
hukum bahkan tidak pernah didatangi oleh seseorang dan/ atau suatu badan hukum
yang menyatakan diri berhak atas tanah yang huni/ digarap para penggugat, tanah
sengketa tersebut sebelumnya telah digarap oleh para penggugat sebagai tanah tempat
sumber kehidupan mereka sebagai seorang petani, para penggugat menggarap secara
terus menerus turun menurun atas sebidang tanah bengkalai yang terletak di kampung
Ganta Desa Tambangan Kecamatan Kajang Bulukumba, seluas kurang lebih 350
hektar yang berbatasan pada sebelah:
Utara    : sungai galoggo
Timur   : Kebun Kodam XIV/ HN
Selatan : Sungai Balanglohe
Barat    : Kebun rakyat/ Desa Bulo-Bulo Kecamatan Bulukmpa.
50
sedangkan tanah tersebut sebagian telah ditanami karet dan sebagiannya
mereka dilarang oleh tergugat I untuk mengerjakannya, dan para penggugat tidak
dipekerjakan sebagai buruh perkebunan, kecuali penggugat No. 64 Sanung dan
penggugat No. 164 Bundu, tanahnya tidak diambil tergugat I, akan tetapi ia sudah
dipekerjakan sebagai buruh perkebunan, dan penggugat No. 172 Maha, tanahnya
sudah diambil tergugat I, tetapi ia tidak dipekerjakan sebagai buruh perkebunan.
Kemudian tergugat II dan tergugat III pada waktu itu mengambil
kebijaksanaan, karna beberapa rakyat yang berdomisili dalam perkebunan itu telah
nampak tanda-tanda menimbulkan gangguan ketertiban di kampung ganta dan
mendatangi tergugat III (kepala desa ganta) untuk mempertanyakan tentang nasib
mereka sehubungan dengan tanah garapannya yang diambil oleh perkebunan, maka
penggugat II dan penggugat III sebagai Pembina serta pemeliara ketentraman dalam
wilayahnya telah mengambil inisitif untuk mempertemukan antara tergugat I dengan
para penggugat tersebut, dan adapun hasil permufakatan yang diambil pada waktu itu,
para penggarap tanah sengketa  bersedia  akan memberikan tanah garapanya kepada
perkebunan, dengan catatan pihak perkebunan akan mempekerjakan para penggarap
untuk diangkat sebagai buruh perkebunan.
Akan tetapi pada kenyataannya, masyarakat yang tanahnya tidak diambil oleh
perkebunan, justru dipekerjakan sebagai buruh, dan orang-orang yang dipekerjakan
tersebut adalah mereka yang tidak mempunyai tanah garapan pada lokasi in litis tanah
sengketa atau orang-orang yang tidak diambil tanahnya oleh perkebunan. Dengan
sikap dan kebijaksanaanya tergugat II dan tergugat III sebagai unsur pemerintah
setempat, maka pihak tergugat I lebih leluasa mengambil, menebangi pohon-pohon
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kayu, dan pohon-pohon pisang yang tumbuh diatas tanah sengketa tersebut, dan
sangat jelas bahwa perbuatan tergugat I, II, dan III ialah perbuatan melawan hukum.
b. Pertimbangan hukum
Menimbang bahwa dari kesimupulan keterangan tergugat II dan III tersebut
dihubungkan dengan keterangan tergugat I, majelis menilai pada prinsipnya tergugat
I, II, dan III telah mengakui bahwa benar pada objek tanah sengketa in litis lebih
dahulu telah digarap sebagai kebun sawah dan sebagai tempat tinggal oleh para
penggugat, lalu tergugat I datang menyuruh para penggugat pindah.
Menimbang bahwa majelis menilai tidaklah pula sebagai alasan yang relevan
untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, sebab batas-batas tanah yang dituntut
itu telah jelas disebut baik dalam surat kuasa maupun dalam surat gugatan.
Menimbang bahwa dari sekian bukti surat-surat tergugat I tersebut antara lain
foto copy bukti TI-2, fptp copy bukti TI-6, foto copy gambar situasi bukti TI-7 dan
foto copy bukti TI-4, dipersidangan telah di cocokkan dengan aslinya sebab tidak
dimajukan dimuka sidang. Foto copy bukti TI-3, TI-4 dan TI-5 dimuka sidang oleh
tergugat I menyerahkan lagi foto copy yang sama tetapi telah dilegalisasi oleh notaris
ujung pandang masing-masing tanggal 6 januari 1983 dan disatukan masing-masing
pada surat foto copy yang sama bukti TI-3, TI-4 dan TI-5, sedang foto copy gambar
situasi bukti TI-7 tetapi bukti TI-1 tersebut tetap terlampir bersama dengn bukti TI-7
didalam berkas.
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Menimbang bahwa foto copy gambar situasi TI-1 tersebut oleh kuasa tergugat
I sendiri menyatakan adalah gambaran yang dibuat sendiri oleh perkebunan, tidak
sesuai dengan foto copy TI-1 aslinya.
Menimbang bahwa dari keterangna saksi-saksi para penggugat dan
dihubungkan dengan keterangan tergugat I yang di kemukakan dipersidangan pada
tanggal 24 mei 1982 menyatakan bahwa sebenarnya dahulu sudah ada usaha
perdamian antara perkebuanan dengan penggugat tanah sengketa dengan perantara
kepala desa dan camat setempat, penggarap tanah akan dipekerjakan sebagai buruh
perkebunan yang diambil tanahnya, dan tanah yang sudah menjadi sawah tidak akan
diambil oleh perkebuan.
Menimbang bahwa hasil permufakatan yang diambil pada waktu itu, para
penggarap tanah sengketa bersedia akan memberikan tanah garapannya kepada
perkebunan, dan pihak perkebunan tergugat I akan mempekerjakan para penggarap
untuk diangkat sebagia buruh perkebunan.
Menimbang bahwa majelis mengambil kesimpulan bahwa areal lokasi tanah
sengketa semula adalah tanah garapan dan/atau tanah tempat tinggal para penggugat
yang telah digarap secara turun temurun hingga sekarang, setidak-tidaknya pihak
perkebunan atau para tergugat pada saat itu hingga sekarang telah mengetahui bahwa
pada areal lokasi tanah sengketa, para penggugat telah lebih dahulu berada dan
berdomisili, membuka, mengolah dan menggarap sebagai kebun dan sawah atas areal
lokasi tanah sengketa tersebut hingga pihak perkebunan tergugat I masuk mengambil
dan mengolahnya dengan menebang pohon-pohon pisang dan pohon-pohon buah-
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buahan lainya yang ada diatas tanah sengketa tersebut lalu menanaminya karet seperti
pada keadaanya sekrang ini.
Menimbang bahwa dari fakta - fakta dibenarkan pula dengan surat bukti TI - 4
tergugat I pada poin 10 d, dikatakana bahwa di dalam areal lokasi tanah perkebunan
tersebut terdapat areal tanah garapan rakyat kurang lebih 500 hektar.
Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan majelis mengambil
kesimpulan bahwa petitum kedua gugatan penggugat tersebut dinilai telah beralasan,
bahwa para penggugat adalah telah membuka, mengolah areal lokasi tanah sengketa
tanah sebagai tanah garapan, kebun, sawah dan tempat tinggal mereka secara turun
temurun hingga para penggugat patut dipandang telah mempunyai atau memiliki
tanah sengketa sebagai ha katas tanah menurut hukum adat dan/ atau sebgai hak pakai
atau hak milik menurut undang-undang pokok agrarian pada asasnya adalah
bersumber dari hukum adat. Selanjutnya mengutip dari buku Mr.B. ter haar asas-asas
dan susunan hukum adat menyetakan bahwa karna menduduki tanah partikulir itu,
maka penduduk mendapat suatu hak yang disebut hak milik, paling tidak sebagai hak
mengerjakan.
Menimbang bahwa dengan dalil gugatan penggugat tersebut dinyatakan telah
beralasan telah mempunyai hak atas tanah sengketa akan tetapi pada bagian lain,
menyangkut luas areal lokasi tanah sengketa 350 hektar, menurut posita ke I gugatan
penggugat perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sebab luas tanah yang digugat menurut
gugatan penggugt 350 hektar, sedangkan menurut surat kuasa No.01/SK/PN/BLK.
tanggal 9 januari 1982 adalah 200 hektar, dan tanah yang dituntut para penggugat
lainnya menurut surat kuasa lainya semuanya termasuk dalam complex tanah 200
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hektar tersebut.  Maka kejadian tersebut majelis berpendapat bahwa luas tanah yang
dinilai telah terbukti berdasarkan/ sebagai tanah yang digugat menurut gugatan
penggugat adalah 200 hektar, sebab letak dan batas-batas tanah sengketa baik
menurut hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan majelis hakim tanggal 8 juni
1982 maupun menurut surat kuasa No.01/SK/PN/BLK. tersebut adalah cocok dengan
letak dan batas-batas tanah menurut gugatan, dan menurut hukum, isi gugatan itu
adalah bersumber dari berita acara, maka luas areal tanah sengketa yang dipandang
telah terbukti adalah 200 hektar, bukan 350 hektar.
Menimbang bahwa bukti surat TI-3, TI-4, TI-5, TI-8, dan TI-10 tersebut
adalah sebagai foto copy surat dari salinan dan membubuhi cap notaris ujung
pandang masig-masing tanggal 6 januari 1963, tetapi tanpa nomor pendaftaran
legalisasi surat. foto copy surat yang telah dilegalisasi atau pengesahan dari pejabat
pembuat akta, menurut majelis sifatnya adalah syah yuridis formal tetapi belum benar
syah yuridis materil sebagai suatu alat bukti yang syah dipersidangan. Suatu bukti
foto copy surat syah yuridis materil dan yuridis formil dimuka persidangan setelah
hakim melihat dan mencocokkan dengan aslinya, sebab dipersidangan hakim harus
secara langsung melihat asli surat tersebut dengan mata kepala sendiri.
Menimbang bahwa mejalis mengambil kesimpulan bahwa bukti-bukti surat
tergugat I tersebut di pandang tidak dapat melumpuhkan dalil penggarap dan/atau
pemilikan para penggugat atas areal lokasi tanah sengketa, baik dengan upaya
mempekerjakan sebagai buruh perkebunaan.
Menimbang bahwa adapun usaha permufakatan akan mempekerjakan para
penggarap tanah sengketa para penggugat menurut dalil para tergugat seperti yang
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telah diuraikan, tergugat tidak dapat membuktikannya dipersidangan, maka karennya
hal tersebut majelis menilai tidak pernah ada.
Menimbang bahwa sekiranya hal atau usaha tersebut benar pernah ada dan/
atau pernah terjadi tetapi penyelesaiannya tidak berhasil, sedang tanah sengketa
secara langsung diolah atau dikuasai oleh tergugat I seperti dalam keadaannya
sekarang ini, dengan alasan karena telah di usahakan permufakatan oleh pemerintah
setempat tergugat II dan tergugat III yang dihadiri bagian pengamanan maka majelis
menilai sikap dan tindakan para tergugat tersebut telah melampaui setidak-tidaknya
telah melanggar pasal 5 dan 6 undang-undang darurat no.8 tahun 1945L.N, tahun
1954 No. 65 (penjelasan tambahan lembaran Negara No. 594), tentang penyelesaian
pemakaian tanah perkebunan rakyat, undang-undang No. 20 tahun 1961 L.N No.
288/1961 tentang ketentuan-ketentuan pencabutan hak atas tanah dan benda-benda
yang ada diatasanya.
Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan,
majelis mengambil kesimpulan akhir bahwa areal lokasi in litis tanah sengketa seluas
200 hektar adalah tanah hak pakai setidak-tidaknya hak milik atas tanah oleh para
penggugat secara turun temurun.
Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi - saksi penggugat dan
keterangan baik dari tergugat I sendiri maupun dari tergugat II dan III, majelis
mengambil kesimpulan bahwa tergugat I mengambil dan menguasai areal lokasi in
litis tanah sengketa adalah dengan cara paksa dan karena tergugat I mengambil in litis
tanah sengketa secra demikian maka timbulah amarah dari penggarap para penggugat.
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Menimbang bahwa maka majelis berkesimpulan tindakan tergugat I
mengambil dan menguasai in litis tanah sengketa adalah sebagai perbuatan melanggar
hukum.
Menimbng bahwa dari keterangan para saksi penggugat dan keterangan
tergugat II dan III sendiri melalui kuasanya dalam jawaban tertulisnya tanggal 5 juli
1982 , mejelis mengambil kesimpulan bahwa dengan sikap dan inisiatif tergugat II
dan III mencampuri pengambilan in litis tanah sengketa oleh tergugat I tersebut
dengan alasanya untuk mempertemukan kedua belah pihak in casu pihak para
penggugat dan tergugat I untuk mengadakan perjanjian/permufakatan dengan di
hadiri oleh unsur pengamanan setempat, dan dalam pertemuan itu telah melahirkan
suatu kata sepakat, penggarap akan menyerahkan tanah garapanya kepada tergugat I
dan tergugat I akan mengambil para penggugat untuk di angkat sebagai buruh
perkebunan karet, maka dengan sikap dan kebijaksanaan tergugat II dan III tersebut,
sehingga tergugat I lebih leluasa mengambil, menebangi pohon-pohon kayu dan
pohon-pohon pisang yang tumbuh diatas tanah sengketa tersebut, sedang usaha
tersebut sebenarya tidak pernah ada, hanya sebagia kebijaksanaan untuk sebagai
peluang tergugat I mengambil in litis tanah sengketa dan sebagai suatu alasan untuk
melemahkan unsur bertindak hakim sendiri baik tergugat I maupun tergugat II dan
III, sebab tergugat II dan III adalah sebagai unsur pemerintah setempat in casu
sebagai kepala desa dan camat.
Menimbang bahwa majelis berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat
tersebut adalah telah beralasan secara syah dan oleh karena itu gugatan penggugat
harus di nyatakan di kabulkan untuk sebahagian dan menolak selain dan selebihnya.
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Menimbang bahwa sita revindikator dan konservator menurut petitum ke I
gugatan penggugat di pandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sebab tidak
jadi dijalankan disebabkan sikap passip penggugat sendiri untuk memenuhi
pensyaratan tentang hal itu sekalipun telah di tegaskan dalam keputusan sela.
c. Amar putusan
Dalam eksepsi:
Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam pertimbangan hukum
pada perkara ini, majelis hakim yang memeriksa perkara ini menilai eksepsi tergugat
I tidak berdasarkan hukum dan karenanya harus di tolak.
Dalam pokok perkara:
Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebahagian
1. Menyatakan bahwa in litis tanah sengketa selaus 200 hektar tersebut adalah tanah
hak pakai para penggugat sebagai tanah garapanya secara turun temurun, sudah
kurang lebih 28 tahun.
2. Menyatakan bahwa perbuatan para tergugat (yang di pernyatakan di atas) adalah
sebagai perbuatan melawawan hukum.
3. Menghukum para tergugat atau tergugat I untuk menyerahkan in litis tanah
sengketa kepada apara penggugat secara bebas dan kosong dengan beban para
tergugat.
4. Menghukum tergugat I untuk membayar kepada para penggugat ganti rugi atas
pengrusakan/ pembabatan pohon-pohon milik para penggugat yang dipernyatakan
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diatas sebesar Rp. 5.638.000.- di tambah bunga sebesar 3% perbulan terhitung
tanggal gugatan 3 april 1982 sampai di bayarnya ganti rugi pokok Rp.5.638.000.-
tersebut.
5. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi
sebesar Rp.10.917.000 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah)
kepada para penggugat sebagai keuntungan panen yang tidak jadi di nikmati para
penggugat karena perbuatan melawan hukum oleh para tergugat di pernyatakan
diatas.
6. Menyatakan sertifikat (bukti TI - 2) atas nama tergugat I khusus tanah in litis
adalah tidak mengikat.
7. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya
yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini di anggar sebesar Rp.104. 525,-
(seratus empat ribulima ratus lima rupiah).
8. Menolak gugatna penggugat selain dan selebihnya.
2. Putusan banding pengadilan tinggi Sulawesi selatan No. 228/PDT./ 1983/
PT.UJ.PDG
a. Pertimbangan hukum
Meninbang bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sebidang
tanah + lebih 350 hektar yang digarap dan dihuni oleh para penggugat, akan tetapi
pada bulan oktober 1981 tergugat I pembanding menghalangi dan melarang para
penggugat menghuni dan menggarap tanah sengketa tersebut.
Menimbang Bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara saksama, maka
pengadilan tinggi berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa dala perkara in
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adalah siapakah sebenarnya yang berhak menggarap/ mengusahakan tanah sengketa,
apakah para penggugat terbanding ataukah tergugat I banding.
Menimbang untuk membuktikan gugatan penggugat, penggugat telah
memajukan beberapa orang saksi yaitu, Habai, Hamma, Halilu, Tammu, dan Pabo,
dan tidak sehelai surst buktipun yang di ajukan oleh penggugat sebagai bukti tertulis
yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya atau hak garapanya baik
bukti surat di bawah tangan oleh pamong setempat maupun surat bukti dari isntansi
yang berwenag berupa sertifikat dan lain-lain yang menyatakan bahwa tanah sengketa
adalah milik, hak usaha atau hak pakai para penggugat terbanding.
Menimbang bahwa dari keenam orang saksi tersebut hanya menerangkan
bahwa tanah sengketa dikerjakan, di garap, di tanami oleh rakyat atau penggugat-
penggugat pembanding dengan tanaman sayuran atau tanaman keras dan tidak
seorangpun dari keenam saksi tersebut yang dapat menunjukkan bukti tertulis bahwa
para penggugat terbandinglah yang berhak mengusahakan atau menggarap atau
memakai tanah sengketa.
Menimbang bahwa memang menurut keterangn saksi tersebut para penggugat
terbandinglah yang menggarap tanah sengketa semenjak jepang mulai masuk ke
Indonesia sampai tergugat I pembanding mulai mengusahakan lagi, sebab sejak
jepang masuk ke Indonesia tergugat I pembanding memang belum pernah atau belum
ada mengsahkan haknya karna situasi kosndisi dan keamanan tidak mengizinkan
untuk mengusahakan sebagai usaha bisnis akan tetapi tidaklah berarti tergugat I
pembanding tidak berhak sama sekali atas tanah sengketa karna haknya sebagai
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pemegang hak belum di cabut oleh Negara dan juga belum di berikan hak tersebut
kepada oleh instansi yang berwenang.
Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para penggugat
terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatanya itu.
Menimbang bahwa sebaliknya untuk menguatka sangkalan tergugat I
pembanding tergugat I pembanding, telah mengajukan bukti-bukti berupa:
1.Foto copy gambar situasi tanah perkebunan.
2.Foto copy sertifikat No. 14/1974 (tanda bukti hak tanah/hak guna usaha).
3.Foto copy surat keputusan menteri Negara ekonomi, keunagan dan industry No.
Kep 67/ Mekuin/ 0/ 2970.
4.Foto copy salinan surat keputusan menteri dalam dalam negeri No. SK. 39/ HGU/
Da/ 1976.
5.Foto copy potongan dari gambar situasi tanah perkebunan
6.Foto copy surat izin sementara
7.Foto copy tambahan berita Negara RI.
8.Foto copy salianan persetujuan
Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan
hukum pengadilan Negeri Bulukumba yang menyatakan bahwa foto copy- foto copy
yang di ajukan oleh tergugat I pembanding karena tidak dapat menunjukkan aslinya
lantas tidak dianggap bukti yang sah.
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Menimbang bahwa setelah memabaca hasil pemeriksaan sidang Pengadialan
Negeri Bulukumba ternyata bukti TI-2, TI-6, TI-4 dan TI-7 setelah diperlihatkan
aslinya disidang dan dicocokkan dengan foto copy, maka bukti foto copy ini dapat
dianggap sebagai surat bukti asli karna sudah dilegalisir oleh panitera, demikian juga
halnya bukti TI-3, TI-5, TI-8 dan TI-10 sekalipun hanya merupakan foto copy surat
akan tetapi sudah dibubuhi cap notaris yang telah disesuaikan dengan aslinya oleh
notaris, oleh karna itu surat bukti tersebut sudah dapat dianggap sebagai surat bukti
terrsebut sudah dapat di anggap sebagai surat bukti yang asli.
Menimbang bahwa dari bukti TI-1 yaitu tentang gambar situasi No. 14/1974
berkas erfpacht No. 87-88 dan 94 yang telah disesuaikan dengan aslinya, dari surat
bukti tersebut dapat di ketahui luasnya perkebunan tergugat I pembanding yang
menjadi hak usaha tergugat I pembanding.
Menimbang bahwa berdasarkan TI-2 berupa sertifikat hak guna usaha No.
desa palampang, tambangan, bontominasa, balleangin, atas nama perseroan terbatas
perusahaan perkebunan Sulawesi, bukti sertifikat ini dapat membuktikan bahwa
tergugat I pembandinglah yang mempunyai hak usaha sebagian dari tanah sengketa.
Menimbang bahwa demikian juga bukti TI-3 juga menegaskan bahwa tanah
sengketa adalah hak usaha atau hak dari pada tergugat I pembanding.
Menimbang bahwa demikian juga bukti TI-4 sampai dengan TI-10 yang
semua surat tersebut adalah surat autentik yang membuktikan bahwa tanah sengketa
adalah hak usaha tergugat I pembanding.
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Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas terguagt I pembanding
dapat membuktikan sangkalanya bahwa memang tergugat I pembanding yang berhak
atas tanah sengketa oleh karena itu sudah sewajarnya tanah sengketa yang dikuasai
oleh penggugat-penggugat terbanding diserahkan kepada tergugat I pembanding dan
juga sudah seharusnya gugatan para penggugat terbanding ditolak.
Menimbang bahwa oleh karena tergugat I pembimbing dapat membuktikan
dalil sangkalannya yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik tergugat I
pembanding maka sudah seharusnya putusan pengadilan negeri bulukumba yang
telah mengabulkan gugatan para penggugat terbanding harus dibatalkan dan
pengadilan tinggi akan mengadili sesuai pertimbangan di atas dan sesuai amarnya.
Menimbang bahwa setelah membaca kontra memori banding dari kuasa para
penggugat terbanding pengadilan tinggi berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal
baru dalam kontra memori banding tersebut dan hanya merupakan pengulangan saja
dari berita acara sidang pengadilan negeri bulukumba oleh karenaya pengadilan
tinggi merasa tidak perlu untuk di pertimbangkan.
Menimbang bahwa karena para penggugat terbanding dipihak kalah sudah
seharusnya biaya perkara di bebankan kepadanya
b. Amar putusan
Putusan Pengadilan Tinggi Ujung pandang tanggal 7 september 1983 No.
228/1983/PT/Pdt. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
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Mengadili
Menerima permohonan banding dari tergugat-tergugat pembanding tersebut
Membatalkan putusan pengadilan negeri bulukumba tanggal 24 maret 1983 No.
17/K/1982/Blk yang di mohonkan banding
Mengadili sendiri
Menolak gugatan para penggugat terbanding
Menghukum penggugat terbanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat
peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah)
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2553 K/PDT./1987
a. Pertimbangan hukum
Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi
dalam memori kasasinya dalam pokok perkara adalah pengadilan tinggi ujung
pandang telah menerapkan hukum i.c. pasal 5 undang-undang No. 5 tahun 1960
berkenaan hak tanah rakyat menurut hukum adat yang diakui didalam undang-undang
pokok agria in casu tanah-tanah in litis yang telah dikuasai/ditempati/ bahkan digarap
oleh pemohon-pemohon kasasi/ penggugat-penggugat asal secara turun temurun sejak
kurang lebih 28 tahun.
Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Ujung Pandang telah salah menerpakan
hukum berkenaan hak atas tanah rakayat/ tanah garapan turun temurun menurut
hukum adat, dimana pengadilan tinggi ujung pandang didalam putusan a quo
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(halamana17) mendasarkan adanya hak tanah sedemikian pada sehelai surat bukti
sebagai bukti tertulis yang menyatakan tanah sengketa adalah milik atau hak
garapanya, pada hal atas sebidang tanah adat seperti halnya in casu tanah-tanah in
litis adalah tanah rakyat/tanah garapan secara turun menurun sejak 28 tahun menurut
hukum adat itu tidaklah atau belumlah dapat dinyataka adanya hak-hak tanah di
maksud tapi cukup kiranya dengan saksi-saksi hidup yang melihat mendengar dan
mengalami sendiri adanya tanah rakayat/ tanah garapan seperti halnya perkara ini.
Menimbang bahwa pengadilan tinggi ujung pandang telah salah menerapkan
hukum pembuktiian berkenaan alat-alat bukti atas tanah-tanh rakyat/ tanah-tanah
garapan adat seperti halnya in casu di dalam perkara ini namun dikesampingkan
secara onvoldoende gemotiveerd oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang didalam
putusan karena tidak sehelai surat buktipun yang diajukan oleh penggugat sebagai
bukti tertulis yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya atau hak
garapanya, padahal alat-alat bukti dimaksud adalah sahih menurut hukum pembuktian
in casu RBG.
Menimbang bahwa pengadilan tinggi ujung pandang telah salah menerapkan
hukum pembuktian dimana telah menyampingkan alat-alat bukti aksi yang diajukan
oleh pemohon-pemohon kasasi/ penggugat-penggugat asal dalam perkara ini dengan
berbagai bukti-bukti surat yang diajukan oleh termohon-termohon kasasi/ tergugat
asal I dimana sebagian bear dari padanya tidak dapat dikemukakan lembaran-
lembaran aslinya didepan persidangan pengadilan negeri bulukumba ( halaman 80 s/d
85 dari putusan pengadilan negeri bulukumba), bahkan terdapat bukti surat yang
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sama sekali diubah/ diwarnai sendir dan dicoret-coret oleh termohon kasasi/ tergugat
asal I.
Menimbang bahwa keberatan-keberatan kasasi sebagaimana telah diuraikan
tersebut diatas tidak  dapat dibenarkan, karena pengadilan tinggi ujung pandang yang
mengadili perkara ini dalam tingkat banding telah salah menerapakan hukum
pembuktian, setidak-tidaknya tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum
secara saksama, karena dengan dikuasainya tanah sengketa dan telah digarap secara
turun temurun oleh pemohon-pemohon kasasi/penggugat-penggugat asal,
sebagaimana telah terbukti dalam persidangan pengadilan negeri bulukumba, maka
telah terbukti bahwa pemohon-pemohon kasasi/penggugat-prnggugat asal sebagai
yang berhak menurut hukum adat.
Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal dipertimbangkan mahkamah agung
berpendapat bahwa pengadilan negeri bulukumba yang mempertimbangkan tentang
tanah sengketa adalah sudah benar dan tepat, oleh karena itu menurut pendapat
mahkamah agung terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang
diajukan oleh Hamarong dkk, yang dalam hal ini oleh kuasanya H.Moh. Laica
marsuki, SH, tersebut dan untuk membatalkan putusan pengadilan tinggi ujung
pandang, sehingga mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan
menguatkan putusan pengadilan negeri bulukumba yang dianggapnya telah tepat dan
benar.
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Menimbang bahwa dalam perkara ini termohon-termohon kasasi/tergugat-
tergugat asal adalah sebagai pihak yang dikalahkan, harus membayarsemua biaya
perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang
jatuh dalam tingkat kasasi.
b. Amar putusan
Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 19 februari
1987 No.228/1983/PT/Pdt.
Dalam eksepsi
Menolak eksepsi tergugat I tanggal 3 juli 1982
Dalam pokok perkara
Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebahagian:
1. Menyatakan bahwa in litis tanah sengketa selaus 200 hektar tersebut adalah
tanah hak pakai para penggugat sebagai tanah garapanya secara turun temurun,
sudah kurang lebih 28 tahun.
2. Menyatakan bahwa perbuatan para tergugat (yang dipernyatakan diatas) adalah
sebagai perbuatan melawawan hukum.
3. Menghukum para tergugat atau tergugat I untuk menyerahkan in litis tanah
sengketa kepada apara penggugat secara bebas dan kosong dengan beban para
tergugat.
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4. Menghukum tergugat I untuk membayar kepada para penggugat ganti rugi atas
pengrusakan/ pembabatan pohon-pohon milik para penggugat yang
dipernyatakan diatas sebesar Rp. 5.638.000.- di tambah bunga sebesar 3%
perbulan terhitung tanggal gugatan 3 april 1982 sampai dibayarnya ganti rugi
pokok Rp.5.638.000.- tersebut.
5. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi
sebesar Rp.10.917.000 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah)
kepada para penggugat sebagai keuntungan panen yang tidak jadi dinikmati para
penggugat karena perbuatan melawan hukum oleh para tergugat dipernyatakan
diatas.
6. Menyatakan sertifikat (bukti TI- 2) atas nama tergugat I khusus tanah in litis
adalah tidak mengikat.
Menolak gugatna penggugat selain dan selebihnya:
Menghukum termohon-termohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini di tetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 2553 K/PDT./ 1987
a.Pertimbangan hukum
Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan
alasan-alasan-alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali sebagai
berikut:
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Mengenai keberatan-keberatan adalah 1 s/d 5
Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan oleh karna keberatan
tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang di mkasudkan dalam pasal
67 undang-undang No.14 tahun 1985.
Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang di pertimbangkan diatas,
makaperhonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT.PP. London sumatera
Indonesia tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus di tolak.
Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali tersebut ditolak,
maka pemohon peninjauan kembali dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat
peninjauan kembali.
2. Amar putusan
Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali
PT.PP. London sumatera Indonesia tersebut.
Menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat peninjauan kembali ini di tetapakan sebanyak Rp.30.000,- (Tiga puluh
ribu rupiah).
C. Komentar Penulis
Menurut penulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa penyelesain
sengketa tanah anatara PT.PP London Sumatera Indonesia Tbk dengan masyarakat di
kabupaten Bulukumba dengan metode penyelesaian sengketa non litigasi melalui
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mediasi telah di lakuakan oleh kedua belah pihak, dan kedua belah pihakpun sangat
terbuka dalam mediasi ini baik itu masyarakat, ataupun pihak perusahaan PT.PP
London Sumatera Indonsia Tbk. Namun perkara tersebut tidak dapat terselasaiakan
melaui mediasi karana kedua belah pihak merasa bahwa hasil dari keputusan mediasi
ini tidak menemukan titik terang, dan tetap menempuh jalur hukum, walaupun telah
banyak upaya-upaya telah dilakukan oleh pihak pemerintahan dalam memedisasi
antara kedua belah pihak yakni masyarakat dan PT. PP London Sumatera Indonesia
Tbk.
Kemudian pada penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi, penulis
menilai bahwa, pada gugatan perkara perdata dalam hal sengketa lahan dimana H.A.
Djalal Abubakar, SH dan H. Moh. Laica Marzuki, SH selaku kuasa hukum dari
Hamarong DKK melawan PT.PP London sumatera Indonesia selaku tergugat I,
Kepala wilayah Kecamatan Kajang selaku tergugat II , Kepala Desa Tambangan
selaku tergugat III dengan nomor perkara perdata: 17/K/1982/Blk, Yang pada
putusanya pada hari kamis tanggal 24 maret 1983 dimana susuna majelis adalah
Hadris tammu Sm.Hk selaku ketua majelis, Mariama S dan Rosmada Sm.Hk masing-
masing anggota majelis dan Ahmad Tatang selaku panitera pengganti pada
Pengadilan Negeri Bulukumba yang pada putusannya ialah eksepsi tergugat I tidak
berdasarkan hukum dan karenanya harus di tolak dan Mengabulkan gugatan para
penggugat untuk sebahagian yaitu sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa in litis tanah sengketa seluas 200 hektar tersebut adalah
tanah hak pakai para penggugat sebagai tanah garapanya secra turun temurun,
sudah kurang lebih 28 tahun.
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2. Menyatakan bahwa perbuatan para tergugat (yang di pernyatakan di atas)
adalah sebagai perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum para tergugat atau tergugat I untuk menyerahkan in litis tanah
sengketa kepada apara penggugat secara bebas dan kosong dengan beban para
tergugat.
4. Menghukum tergugat I untuk membayar kepada para penggugat ganti rugi
atas pengrusakan/ pembabatan pohon-pohon milik para penggugat yang
dipernyatakan diatas sebesar Rp. 5.638.000.- di tambah bunga sebesar 3%
perbulan terhitung tanggal gugatan 3 april 1982 sampai di bayarnya ganti rugi
pokok Rp.5.638.000.- tersebut.
5. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti
rugi sebesar Rp.10.917.000 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu
rupiah) kepada para penggugat sebagai keuntungan panen yang tidak jadi di
nikmati para penggugat karena perbuatan melawan hukum oleh para tergugat
di pernyatakan diatas.
6. Menyatakan sertifikat (bukti TI-2) atas nama tergugat I khusus tanah in litis
adalah tidak mengikat.
7. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua
biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini di anggar sebesar
Rp.104. 525,-(seratus empat ribu lima ratus lima rupiah).
d. Menolak gugatna penggugat selain dan selebihnya.
Menurut penulis putusan pada pengadilan negeri bulukumba sudah benar,
yang dimana dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah
diuraikan diatas sangat jelas bahwa  pihak tergugat I (perkebunan) yang
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mempertahankan telah adanya peristiwa mengolah luas areal tanah sengketa dengan
seizin pemerintah setempat (tergugat II dan tergugat III) sertifikat dan dengan izin
usaha (hak guna usaha) dari pemerintah pusat yang dijadikan sebagai salah satu alat
bukti yaitu foto copy sertifikat No.14/1974 (tanda bukti hak tanah/hak guna usaha)
tanggal pendaftaran tertanggal 18 mei 1977, tanggal pengeluaran sertifikat tanggal 30
mei 1977 (ditandai TI-2 hitam), dan dalam hal ini sangat jelas bahwa hanya 12 hari
sertifikat sudah keluar tanpa pengukuran pada areal lokasi-lokasi yang dimohonkan
dan tanpa tenggang waktu pengumuman minimal 2 bulan sebagai syarat tehnis dan
yuridis penerbitan sertifikat. Dalam hal ini pemberian hak serifikat atas lokasi tanah
sengketa tersebut adalah tanpa memenuhi ketentuan-ketentuan permohonan mengenai
tanah dengan hak guna usaha, dimana dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.5/1977/ tentang ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian hak atas tanah,
tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai sertifikat hak guna usaha
yang menjadi hukum subyektif bagi pihak perusahaan dan/ atau tergugat I.
Dari beberapa pertimbangan hukum diatas maka penulis merasa bahwa
Putusan Majelis Pengadilan Negeri bulukumba sudah benar dalam menjatuhkan amar
putusan berdasarkan pertimbangan hukumnya, dimana para penggugat telah lama
menggarapanya/ tinggal pada objek sengketa, selama kurang lebih 28 tahun lamanya,
sehingga dapat dikatakan bahwa objek tanah sengketa tersebut adalah tanah milik
para penggugat.
Kemudian mengenai perkara sengketa lahan antara para penggugat yang
berjumlah 172 orang, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya
bernama H.A. Djalal Abubakar, SH, dan H. Moh. Laica Marzuki melawan PT.
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PP.London sumatera Indonesia sebagai, tergugat I, Kepala wilayah kecamatan
Kajang selaku tergugat II, Kepala desa Tambangan kajang selaku tergugat III, yang
pada upaya hukum banding di Pengadialan Tinggi Ujung Pandang tertanggal 19
februari 1987 yang pada putusanya menerima permohonan banding dari para tergugat
pembanding dan membatalakan putusan pada tingkat pertama dipengadilan negeri
bulukumba tertanggal 24 maret 1983 No. 17/k/1982/Blk.
Menurut penulis dalam hal putusan pada upaya hukum banding di Pengadilan
Tinggi Ujung Pandang, majelis hakim telah keliru dalam memutuskan perkara, yang
seharusnya lebih menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan
Negeri Bulukumba, berdasarkan alat bukti dan pertimbangan hukum majelis yang
memeriksa dan mengadili perkara ini.
Karena pada pengadilan tingkat pertama jelas ditemukan fakta hukum bahwa
para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini adanya
kepengurusan seritfikat yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana tercantum
dalam pertimbanga hukum pada putusan tingkat pertama yang berbunyi  pemegang
hak sertifikat didaftar tanggal 18 mei 1977 dan sertifikat keluar tanggal 30 mei 1977,
berarti hanya 12  (dua belas) hari sertifikat sudah keluar tanpa pengukuran pada areal
lokasi-lokasi yang dimohonkan sertifikat dan tanpa tenggang waktu pengumuman
minimal 2 (dua) bulan sebagai syarat tehnis dan yuridis penerbitan  sertifikat.
Pemberian hak sertifikat atas lokasi tanah sengketa tersebut adalah tanpa memenuhi
ketentuan-ketentuan permohonan mengenai tanah dengan hak guna usaha, menurut
pasal 5 peraturan menteri dalam Negeri No.5/1977 tentang ketentuan mengenai
penyediaan dan pemberian hak atas tanah. Dari uraian penjelasan diatas jelas bahwa
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majelis pengadilan tinggi ujung pandang telah salah menerapkan hukum pembuktian
berkenaan alat-alat bukti dalam memeriksa dan mengadili perkara upaya hukum
banding.
Kemudian mengenai putusan dalam perkara kasasi perdata antara pihak para
penggugat dalam perkara ini di wakili oleh kuasa hukumnya H.A. Djalal Abubakar,
SH, dan H. Moh. Laica Marzuki melawan PT. PP.London sumatera Indonesia
sebagai, tergugat I, Kepala wilayah kecamatan Kajang selaku tergugat II, dan Kepala
desa Tambangan kajang selaku tergugat III, yang pada perkara tingkat kasasi dalam
putusannya mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi, dan membatalkan
putusan pengadilan tinggi ujung pandang, serta menolak eksepsi tergugat I tanggal 3
juli 1982, dan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.
Menurut penulis, saya setuju dengan putusan dalam perkara kasasi yang
membatalakan putusan pengadilang tinggi, dan menguatkan putusan tingkat pertama
yaitu pengadilan negeri bulukumba, karena dalam hal ini, mahkamah agung
berwenang memeriksa kualitas pembukitan yang telah diajukan dalam tingkat judex
factie, dan sangat jelas bahwa alat bukti diajukan pihak tergugat yaitu yang salah
satunya bukti sertifikat hak guna usaha (HGU) tidak sesauia dengan prosedur
pengurusanya.
Dalam hal ini dijelaskan pula pada pertimbangan hukum di Pengadilan Negeri
Bulukumba. Pada pasal 30 ayat (1) undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang
perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan
dari semua lingkungn peradilan karena:
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a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
udangan yang bersangkutan.
Dalam hal ini penulis melihat bahwa putusan majelis Mahkamah Agung yang
membatalkan putusan pengadilan tinggi sudah benar, karna telah salah menerapkan
hukum pembuktian, setidak-tidaknya tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan
hukum secara seksama pada Pengadilan Tinggi Ujung Pandang. Kemudian mengenai
perkara peninjauan kembali antara PP.PP. London sumatera Indonesia Tbk melawan
hamarong dkk, yang selaku kuasa hukumnya yaitu H.A. Djalal Abubakar, SH, dan H.
Moh. Laica Marzuki, SH, yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan mahkamah
agung pada hari senin tanggal 16 maret 1998 dengan H. Abdul samad, SH., selaku
ketua hakim agung, H. Soeharto, SH., dan H. Achmad masrul, SH., dan sebagai
hakim-hakim anggota, yang pada putusannya ialah majelis mahkamah agung yang
menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali PT.
PP.London sumatera Indonesia dan saya selaku peneliti sangat setuju dengan putusan
majelis mahkamah agung.
Sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan hukumnya dijelaskan bahwa
keberatan - keberatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang
dimaksudkan dalam pasal 67 undang-undang No. 14 tahun 1985 yaitu permohonan
peninjauan kembali putusan perkara perdata telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
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a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak-
pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada
bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
b. Apabilah setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat
menetukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat di temukan.
c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang
dituntut.
d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
dipertimbangkan sebab-sebabnya.
e. Apabila antara pihak - pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas
dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah
diberikan putusan yang bertentangan satu dengan lainya.
f. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan
peninjauan kembali yang di ajukan oleh PT.PP. London sumatera Indonesia
adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak karna berdasarkan pada
pertimbangan-pertimbangan hukun dan alat buktinya.
Dengan demikian menurut penulis majelis hakim dalam memutus perkara
permohanan peninjauan kemballi (PK) sudah tepat, dan telah menjalankan perintah
undang - undang dengan baik serta menjalankan tugasnya berdasarkan tugas pokok






Dari apa yang telah penulis kemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Penyelesaian sengketa non litigasi melalui mediasi telah dilakuakan oleh
kedua belah pihak, namun perkara tersebut tidak dapat terselasaiakan melaui
mediasi karana kedua belah pihak merasa bahwa hasil dari keputusan
mediasi ini tidak menemukan titik terang, dan tetap menempuh jalur hukum.
2. Pada putusan pada pengadilan negeri bulukumba menolak eksepsi tergugat I,
dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebahagian, akan tetapi
pada putusan pengadilan tinggi ujung pandang menerima permohonan
banding, dan membatalkan putusan pengadilan negeri bulukumba, dan
didalam Putusan mahkamah agung dalam perkara peninjaun kembali,
mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi, dan membatalkan
putusan pengadilan tinggi ujung pandang, dan pada Putusan mahkamah
agung dalam perkara peninjauan kembali menolak permohonan peninjauan




Setelah menguraikan bab-bab sebelumnya, dan kesimpulan yang diperoleh, maka
dapat diberikan beberapa saran berupa:
1. Disarankan kepada para pihak yang bersengketa agar lebih terbuka, dalam
mengenai konflik maupun sengketa tanah yang terjadi dikalangan
masyarakat dan dapat menyelesaikan persoalan tersebut diluar jalur
pengadilan (Non-litigasi) tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan
dalam hal tersebut.
2. Disarankan kepada mejelis hakim agar dalam penarapan hukum dalam
memutus suatu perkara dalam persidangan lebih teliti dalam memperhatikan
bukti surat, saksi, pesangkaan pengakuan maupun sumpah dan kesimpulan
hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga majelis hakim
dalam memutuskan suatu perkara tidak keliru dalam suatu putusan perkara
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